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a. bahwa dalam rangka mcndukung pelaksanaan 
penycdcrhanaan birokrasf yang optimal di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat 
rnewujudkan raia kelola pcmerintaban ypng efcktif dan 
cfiaicn guna meningkatkan kinerja pernerlntahan dan 
pelayanan publik sesuai Peraturan Men Leri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 202 l tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada lnstansi Pemerintah, maka Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tenterrg Kedudukan, 
Susunan Organisasl, Tugas dan Pungsi, serta TaUJ. Kcrja 
Sekretariat Daerah dan Stal Ahli Bupati Kabupatcn 
Kendal sebagaimana tclah diubah dengan Pcraruran 
Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas 'Peraturan Bupati Kendal Nomor 7~ Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Pungai, serta Tata Kcrja Sckretariat Daerah dan Staf Ahli 
Bupati Kabupaten Kendal audan tldak sesuai dengan 
kondisi sekarang, sehingga perlu dtcabut dan diganti, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbaga.imana dimaksud 
dalam huruf a, rnaka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tu gas dan 
Fungai, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Stai 
Ahli Bupati Kabupaten Kendal; 

l. Undang-Undang Nomor- 13 Tahun 1950 teruang 
Pernbentukan Daerah-deereb Kabupaten da1am 

BUPATI KENDAL, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

Menimbang 

KEDUDUl<AN, SUSUNAN ORGAN!SASl, TUGAS DAN FUNGS!, SERT/\ TA'1'1\ 
KERJA PADA SEKRIITAR!AT DAERAH DAN STAF Al-!LT BUPATl 

KABUPATEN KENDAL 

TENTANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 86 TAHUN 2021 

BUPATI KENDAL 

SALlNAN 



Lingkungan Proplnsi Djawa 'Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Oaerah Tingkat 11 Batang dcngan 
mcngubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam 
Lin1:1kungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun L965 Nomor 52, 'rambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 1'l:1.hun 
2014 Nomor 6, Tam bah an Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Dnerah [Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dlubah 'beberapa kali terakhir dcngan Undang 
Undang Nomor l l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1950 ientang 
Penetapan Mulai Bcrlakunya Undang~Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pcinbentc1kan Daernh· 
daerah l<abupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 
Daerah tstimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
perluasan Kotamadya Dacrah Ttngkat II Semarang 
[l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Ta.mbaba.n L<::mbaran Negara Rcpllblik tndonesia 
Nomor 30791; 

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dacrah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagairnana tcla h 
diubah dengan Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tcntang Perubah'1n Atas. Peraturan PemcnnLah 
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Pcraturan Pe.merinLeJl Nomor ll Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil {Lcmba.ran Negara 
Republik lndonesia Tahon 2017 Nomor 63, Tnmbahan 
Lcrnoaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana tetah diubah deugan Peraturnn Pcmerintah 
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BAB I 
KETEsNTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupatcn Kendal. () 

Nomor 17 Tahun 2020 lc:ntang Perubahan Ataa Peraturan 
Pemerintah Nomor LI Tahun 2017 tentang ManaJcmcn 
Pegawai Ncgert Sipil (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 ll'omor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 64771; 

8. Peraturan Menteri Pendayaguoaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrnsi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyctaraan Jabatan Administ.ras, ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 L 
Nomor 5251; 

9. Pernturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokras.i Nomor 25 Tahun 202 l renrang 
Penycderhaan Struktur Organlsasi Pada lnstansi 
Pcmcrintnh Untulc Peay,,derhanaan Birokrasi (Serita 
Negara Rcpublik lndoncoia T!lhun 2021 Nomor 546); 

I 0. Peraturan Daer!lh Kn bu paten Kendal Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Urusan Pernerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Ktndal 
(Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 
6 Seri E No. 3, Trunbahan Lembaran Daerah Kabupatcn 
Kendo.l Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupatcn Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan l'crangka1 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. I, Tambahan 
Lcmbaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 
sebaguimana telah diubah beberapa kali terahir dcngan 
Pcrnturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Pcrubahan Kcdua Atas l'craruran Dncrah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembenrukan dan Susunan Peran&)<at Daerah Kabupaten 
Kendal (Lt-rnbaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 219]; 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANO KEDUOUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUOAS DAN l'UNOSI, SERTA TA1'A Kv.l:WA 
PAOA SEKRIITARIAT DAERAH DAN SThF AHLI BUPATI 
KABUPATEN KENDAL. 
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7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS 
adalah Pegawai yang telah memcnuhi syarat yang 
ditentukan diangkat oleh pejabat yang bcrwenang dan 
discra.hi tugas dalarn saru jabaran negeri atau diserahi 
tugas ncgara lainnya dan digaji berdasarkan peraruran 
perundang-undangan yang berlaku, 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelornpok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas bcrkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang bcrdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

9. Kelompok Jabatan f"ungsional adalah sejumlah renaga 
dalarn jenjang fungsional yang terdlri dalarn berbagai 
kelornpok scsuai dengan keahliannya. 

10. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan rugas 
uruuk mcmbantu Kc:pala Bagian/Kepala Bagian/ 
Sck:tetaris/Koordinator dalam rnenyusun 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiat€Ul 
pada unit kerjanya sesuai ungkup rugas dan fungainya 
dan ditunjuk olch Kepala Perangkat Dacrah. 

11. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas 
dari aspek kepangkatan dan mempunyai kompetensi 
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat' oaeran unruk 
diberikan tu gas membantu Sekretaris/ Kepala 
Bagian/Kepala 8agian/Koordinator pada unit kerjanya 
daJarn menyusun perenc;annan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pcmantauan dan evaluasi, sens 
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya. 

disebut 
Dacrah 

selanjutnya 
Sekretariat 

yang 
adalah 

Dae rah Sekretaris adalah 4. sekreiarte Daerah 
Kabupatcn Kendal. 

5. Sekretariat Daerah 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kendal. 

6. Aparatur Sipi.l Negara yang se!anjutnya disebut ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawal 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekcrja pade 
instansi pernerintah. 

2. Pemerint..a.h Oa.erah ada.lah. Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewcnangan daerah orcnorn. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

• 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(!) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dan : 

a. Bckretaris Daerah; 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 4 

Untuk rnelaksanakan tugas scbagairnana ctimaksud dalarn 
pasal 3, Sekretariac Daerah mernpunyai fungsi: 

a. pcngoordinasian penyusunan kebijakan Daerah: 
b. pengoordina.sian petaksanaan tugas Organisasi Perangkat 

Oacrah; 
c, pcmantauan dan evaluaei pelaks.anaan kebijakan 

Daerah; 
d, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil 

Negara pada i.nstansi Daerah~ dan 
e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Tug as 
Pasal 3 

Sekrctariat Daerah mempunyai tugas mcmbantu Bupati 
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
adrninistratif terhadap pclaksanaan rugas Pe111ngkat 
Daerah serta pclayanan administratlf. 

BAB ll 
K€DUDUKAN, TU01\S, DAN l'UNOS! 

Bagian Kesaru 

Kcdudukan 

Pasal 2 

(l) Sekretariat Daerah merupakan unsur ataf, 
(2) Sekretariat Dacrah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang 

berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kepada 
Bupatl. 

s 
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mempunyai rincian tugas : 
a. merumuskan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan 

urusan pernerintahan di Daerah berdasarkan vis! misi 
Daerah yang tclah ditetapkan; 

b. merumuskan dan menetapkan rencaoa dan program 
kegiatan Sekretariat Daerah berdasarkan poraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebdumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

c. merumuskan taia naskah dinas sebagai pcdoma.n bagi 

Perangkal Daerah dalam menyelenggarakan dan 
melaksanakan urusan pemerintahan; 

d, mengoordinasikan Staf Ahli Bupau dan Perangkat 
Oacrah baik sccara langsung maupun tidak langsung 
untuk mcnjalin hubungan kerja yang baik dalam ra ngka 
pelaksanaan cugas pcmerintah daerah: 

fungsi sebagaimana 
4, Sekretaris Daerah 

Pasal 6 

tugas dan 
3 dan Pasal 

Unr.uk melaksanakan 
dimaksud dalam Pasal 

BABIV 

RINCIAl'I TUGAS SEKRE'l'ARIS DAERAH 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahtcraan Rakyat, 
yang mernbawahkan : 

1. Bagian Pemerintahan; 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 

3. Bagian Hukum. 
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang 

membawahkan : 
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

2. Bagian Adrninistrasl Pembangunan; dan 

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahkan : 

t . Bagian Umum; 
2. Bagian Organisasi; 
3. Bngian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 

e. Kelompok .Jabatan r'ungsional. 

(2) Bagan Organisasi Sekrctariat Dacrah sebagairnana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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serta peningkatan Pelayanan Terpadu saro PmtLl (P'TSP) 
perizinan dan non perizinan sesuai peraturan perundang· 
undangan; 

o. membina penyelenggaraan pclayanan informasi publlk 
serta penanganan pengaduan masyara.kat sesuai 
peraturan perundang ... undangan; 

p. rnernbina penycle-nggaraan percncanaan pemoangunan 
Daerah, pcngawasan pelaksanaen urusen pemcrintahan 
Daerah, pengclolaan keuangat1 dan aset Daerah, serta 

tingkungan 
perundang- 

m. membina Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
Pemcrintah Daerah sesuai peratursn 
undangan: 

n. rnembina penyelenggaraan penanarnan modal di Daerah 

l. mernbina penyelenggaraan pelayanan publik dan 
reformasl birokrasi di Daerah sesual dcnga.n peraturan 
perundang .. undangan; 

k. membina kegiatan pelayanan teknis dan administrauf 

Bupati dan Wakil Bupati: 

urusan 

perurnusan 
standar, 

Perangkat 

mengoordinasikan dan mengarahkan 
peraturan perundang-undangart, nonna, 
pedoman, dan kriteria yang disusun oleh 
Daerah dalam rangka melaksanakan 
pemerjntahan; 

j. mengoordinaslkan clan mengamhkan penyuaunan 
rancangan Peraruran Daerab yang diajukan Pemerinlah 
Daerah untuk dibahas bersama OPRD serta 
mengundangkan Peraturan Daerah yang telah 
ditetapkan; 

i. 

e. mengoordinas1kan dan mernbina hubungan 
kerja/ kemitraan dcngan instansi vcrtikal di Daerah dalam 
rangka pelaksanaan urusan pcmerintahan dacrah; 

r. mengoordinasikan tasnitasi untuk mendukung kcgiatau 
Forum Kornunikasi Pimpinan Dacrah (F'orkopimda) 
sesuai kebijakan Bupatl; 

g. mengoordinasikan dan mcngarahkan petaksanaan tugae 
Asisten Administrasi Umum, Asistcn Pemcrint.ahan clan 
Kesejahteraan Rakyat, dan Aslsten Perekonomian (Ian 
Pembanguna.rti 

b. mengoordinasikan dan mengarahkan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
APBD Perubahan serta perhituogan dan pclaporan 
APBD scsuai dengan peraturan perundang-undangan: 
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Rakyat 
kepada 

(1) Asisten Pernerintahan dan Kcsejahteraan 
bcrkedudukan di ba.wah dan bcrtanggung jawab 

BABV 
ASIST8N Pf,;MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYA'T 

Pasal 7 

peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah: 

q. merumuskan dan mengarahkan penyusunan Rencana 
Pernbangunan Jangka Mcnengah Daerah (RPJMD) dao 
Rencana Pcmbangunan .Jangka Panjang {RPJPI; 

r. merumuskan dart mengarahkan penyusunan L.aporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, I.Aiporan 
Penyelcnggo.raan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan 
Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati; 

s, mcrumuskan dan mengarahkan penyusunan Laporan 
Kincrja Instansi Pemcrintah (LKjIP), Perjanjian Kincrja, 
dan lndikator Kinerja Utama (!KU) tingkat kabupatcn 
dan Sekretariat Daeran: 

t. merumuskan dan mengarahkan penyusunan Rencana 
Strategis (Renstra) dan Rencana Kcrja (Renja) 
Sekretariat Dae.rah; 

u. merumuskan dan mengarahkan kerja sama pcmer"intah 
daerah melalui Memorandum of Understanding 
(MoU)/pcrjanjian/kerja sama dengan Daerah/pihak lain 
sesuai peraruran pcrun.dang-undangan; 

v. mcngcvaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah 

dengan cara mcngukur pencapaian program kcrja yang 
telah disusun unrnk bahan laporan kepada Bupau dan 
kebijakan tindak lanjut; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas kep a da Bupati baik 
lisan maupun terrulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparanst; 

x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan pcrilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkaum karir, 
pernberian penghargoan dan sankst; 

y. menyarnpaikan saran dan perrimbangan kepada 
pimpinan baik lisan rnaupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kcgiatan berjalan tancar serta umuk 
menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan rugas kedinasan lain dari pimpman 
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekreiariat Daerah. 
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Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
berdasarkan peraturan perundang .. undangan dan 
basil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya scbagai 
pedoman pelaksanaan rugas; 

b, menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkaj ian 

fungsi sebagaimana 
ayet {3), Aststcn 
Rakyat mcmpunyai 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan 
dunaksud pada ayat (2) dan 
Pemerintahan dan Kesejahtcraan 
rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Asisten 

pemerintahan dan hukum: 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 

bidang kesejahtcraan rakyat; 
c. pengoordinasian pela.ksanaan tugas Perangkat 

Dacrah di bidang pernerintahan, hukum. dan 
kesejahteraan rakyar; 

d. pemantauan dan evaluasl pelaksanaan kcbijaka.n 

daerah di bidang pemerintahan dan hukurn: 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah tcrkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak 
yang tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 
bidang kesejahtcraan rakyat; 

f. pcnyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 
pemerintahan dart pemba.ngunan serta sun,ber daya 
aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan 
kesejahteraan rakyat; dan 

g. petaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh 
Sekrelaris Oaerah di bidang pemcrintahan. hukum, 
dan kesejahteraan rakyat yang bcrkaitan dengao 
tugasnya, 

bidang di daerah kebijakan a. penyusunan 

Sekretaris Daerah. 
{2) Aslsten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat 

sebagaimana dlrnaksud pada ayar I I), mernpunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan 
kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, 
dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 
bidang kesejahtcraan rakyat 

(3) Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan 

Rakyat mempunyai rungsi : 
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pelaksanaan urusan pemerintahan dan Iungsi 
penunjang urusan pernertn tahan sesuai lingkup ruges 

dalam Daeran Perangkat L mengoordinasikan 

permasalahan clan peraturan perundang-undangan 
agar pclaksanaan tugas berjalan efektif dan etisien; 

c. mengarahkan tugas Kepala Bagian sesuai lingkup 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan rugas; 

d. rnelaksanakan koordinasi dan konsuttasi dengan 
inatansi tcrkait baik vertikal maupun horizontal 
w1tuk mendapatkan informasi, masukan. serta 

dalem rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mcngkaji peraturan perundang 

undangan sesual lingkup tugasnya scbagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan: 

r. mcnyiapkan konsep kebijakan sekretaris Daerah 
dan naskah dinas yang berkaitan dcngan bidang 
tugas Bagian Pemcrtntahan, Bagian Huk'urn. dan 
Bagian Kescjahteraan Rakyat; 

g. mengoordinasikan dan rnengarahkan kegiatan yang 

dltaksanakan Bagian Pemerintahan, Bag,an Hukum, 
dan Bagian Kescjahterao.n Rakyat; 

h. membina dan mengendalikan kegiatan yang 

dilaksanakan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, 
dan Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

i. mengarahkan dan mengoordinasikan kegiatan 

pembahasan perurnusan kebijakan daerah dan 
peraturan pcrundang-undango..n di bidang 
keejahteraan rakyat yang disusun oleh perangkat 
daerah sebelum diajukan ke Bagian Hukum meliputi 
bidang keagarnaan, pendidikan, kebudayaan, 
keagamaan, pcmberdayaan masyarakat, keperrrudaart, 
olahraga, pariwisata, tenaga kerja,transmigrasi, sosial, 
kcsehatan, pengendalian penduduk, keluarga 
berencana. administrasi kcpendudukan, pencatatan 
sipi), pcmberdayaan perempuan, perlindungan anak, 
dan penanggulangan bencana; 

j. menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan 

dan hukum 
k. mcngoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di 

bidang kescjahteraan rakyat: 

10 
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Bagian Kesatu 

Bagian Pemerintahan 
PasalS 

(1) Bo.gian Pemerintahan dlpimpin oleh Kepala Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

p, menyiapkan pelaksanaan pcrnbinaan ad ministrasi 
pernerlntahan dan pembangunan serta surnber daya 
aparatur di bidang pemcrintahan, hukum, dan 
kesejahteraan rakyat; 

q. mengevaluasi pclaM,8-naan kegiatan Bagian 
Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 
Bagjan Hukum dengan cara mengukur pencapaian 

program kerja yang telah disusun unruk bahan 
laporan kcpada Sekretaris Daerah dan kebijakan 
tindak lanjut; 

r, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris 
Daerah baik lisan maupun tertulis sebagai wujud 
akun.tabilitas dan transparansi; 

s. mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sas.aran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan daJam rangka pcningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

t. mcnyampaika.n saran dan pertimoangan kepada 
pimpioan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; 

u. melaksanakan rugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariar Daerah, 

bi dang dacrah pelaksanaan kebijakan 
pemerintahan dan nukum; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan dacrah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tldak diinginkan. 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang kesejahtcraan rakyat; 

evelua si dan pemanta.uan n. melaksanakan 

Asisten Pernerintahan dan Kesejahtcraan Rakyat; 

m. mcngoordinasikan Perangkat Daerah daJam 
persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat bersama 
DPRD sesual lingkup rugas Asisten Pemcrirnahan 
dan Kesejahteraan Rakyat; 
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d. penyiapan bahan pernantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi 
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 
sama dan otonomi daerah; 

c. penyiepan bahan pelaksanaan pernbinaan 
admirtiatraai di bidang adeninistra .. $i pemerintahan. 
adrninistrasi kewilayahan dan kerja sarna dan 
otonomi daerah; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh 
Asisten Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

(4) Untuk melaksanakan tugae clan fungsi ecbagaimane 
dimaksud pad a ayat \2) dan ayal (3), Kepala Bagian 
Pernerintahan mempunyai rincian tugas : 
a. rnerumuskan clan mcnetapkan rencana dan program 

kegiatan Bagi.an Pcmerintahan berdasarkan pcraturen 
pcrundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun scbclumnyn sebagai pedoman petaksanaan 
tu gas; 

b. membagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyal. 

(2) Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (11, mcmpunyai tugas melaksanakan sebagian 
rugas Asisten Pernerlntahan dan Kesejahteraan Rakyat 
dalam penyia.pan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perurnusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas PerangkaL Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah, pelaksanaan pernbinaan adrninistrasi di bidang 
admintstrasl pemerintehan, administm:si kewilayahan 
dart kerja sama dan otonomi daerah. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnaoa climaksud 
pada ayat (2). Bagian Pcmerintahan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 
bidang administrasi pernerintahan, adminstrasi 
kewitayanan dan kcrjasarna dan otonomi daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perurnusan 
kebijakan daerah di bidang admmlstrasi 
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 
sarna dan otonomi daeran; 

c. penyiapan bahan pengoordinaaian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang a.dmini$trasi 
pemerintahan, administrasi kcwtlayahen dan kcrja 
sama dan oronorni daerah; 
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instansi terkait baik vertlkal maupun horizontal 
guna siukronisasi dan harmonisasi petaksanaan 
tugas, 

d, menelaah dan mengkaji perat-uran pcrundang 
undangan sesuai lingkup cugasnya aebagai bahan 
atau pedoman untuk melsksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan pcrumusan kcbijakan dacrah di 

bidang administrasi pemerintahan, admirtiatraai 
kcwilayahan, kerja sama dan otonomi daerah sesuar 
peraturan perundang-undangan scbagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

r. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang adrnirtistraai 
pcmerintahan, adrninistrasi kewilayahan dan kcrja 
sa.ma dan otonomi daerah; 

g. menyiapkan bahan pengoordlnasian pelaksanaan 
rugas Perangkat Daerah di bidang administrasi 
pemerintahan, administrasi kewitayahan dan kerja 
sama den oronomi daerah 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kebijakan dacrah di bidong 
administrasi pernerintahan, adrninisttasi kewilayahan, 
dan kerja sama dan otonomi daerah; 

i. meoyiapkan bahan pelaksanaan pcrnbinaan 
administrasi di bidang administrasi pernerintahan, 
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 
otonorni daerah; 

J, rnelaksanakan pcmbinaan, pengawasan dan 
pcngendalinn kegiatan di bidang administrasi 
pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja 
sarna clan otonomi daerah, sesuai peraturan 
perundang-undangan agar kinerja Bagian 
Pemerintahan mencapai target yang telah 
ditetapkan; 

k. mcnyiapkan konsep kebijakan Asistcn Pernerrntahan 
dan Kesejahteraan RakyaL dan naskah dinas yang 
bcrkaiten dengan kegiatan di bidang admlnistrasl 
pemerintahan, adminietrasi kewilayahan, darr kerja 
sama dan otonomi daerah; 

memberikan arahan baik 
tcrtulis guna ketancaran 

kompetcnsinya serta 
secara Jisan maupun 
pelaksanaan rugas: 

c, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 



l. menyclengga.mkan pelayanan prirna dan inovasi 
kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bagian 
Pemcrintahan guna peningkatan kualitas kerja; 

m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalarn penyetenggaraan kegiatan Bagian 
Perncrintahan agar diperolch hasil kerja yang 
optimal; 

n. mengendalikan dan rnengarahkan kegiaran faailitaai 
dalarn rangka pemba.hasan bersama dengan unit 
kerja/Perangkat. Daerah terkait, guna sinkronisasi 
dan harmonisasi rumusan kebijakan di bidang 
pemcrintahan, ketcntraman, ketertiban umum, 
perlindungan masyerakat, adrninistrasl 
kependudukan, peneatatan stpit.pereucanaan. 
penelitian, dan pengembangan; 

o. metaksanakan kajian dan evaluasi berkaitan bidang 

pemerintahan, kctentraman , ketertlban umurn, 
perlindungan masyarakat, adrninistrasi 
kependudukan, pencatatari -sipll, perencanaan, 
peaelitian, dan pengembangan sebagai pedoman 
dan/atau pertimbangan dalam pengamb.ilan 
kebijakarr/ keputusan; 

p. menyelenggarakan pcmantauan da.n cvaluasi 

petaksanean urusan pemerintahan yang ditaksanakan 
oleh Pcrangkat Daerah di bidang pcmcrintahan, 
ketentrarnan. ketcrtiban umum, perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan, penca.tetan 
sipil,perencanaan, penelitian, dan pengembangan: 

q, menyelenggarakan kegiatan pembinaan administrasi 
pernerlntahan, penelitian laporan penyelenggarsan 
perncrintahan kecamatan den kelurahan, aerta 
peningkatan kapasitas sumber daya apararur 
kecarnatan dan keluraban sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

r. menyiapkan konsep pclimpahan wewenang Bupati 

kepada Camat maupun lurah berdasarkan kajian 
dan peraturan perundang-undangan; 

s. menyelenggarakan penyusunan Laporan kererangen 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kcpala Daerah, Laporan 
Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (LPPD), 
Informasl Laporan Penyelenggaraan Pernerintah 
Dacrah (ILPPO) guna mewujudkan transparansi dan 
akuncabilitas penyelenggaraan pernerintah daerah; 

c. mcngoordinasikan penyusunan dan pelaporan 



pimpinan 
Bagim.n 

cc. mcJaksanakan uigas kedinasan lain dari 
sesua.i dengan tugas dan fungsi 
Pemerintahan. 

terkait dalam persiapan dan pelaksanaan pcmilihan 
umum (pemilu legislatif, prcsidcn/ wakil presiden, 
gubernurj wakil gubcrnur, dan bupati/wakil bupau 
sesuai pcraruran perundang-undangan); 

v, rnenyelenggarakan pengkajian penetapan batas 
Oaerah serta penggabungan, penghapusan, den 
pemckaran wilayah kecamatan dan keturanan 

sebagai bahan pertimba.ngan pengambilan kcbijakan 
pimpinan; 

w. menyclenggarakan pengkajian. koordinasl, dan 
fasilitast pelaksanaan kerjasema antar daerah, budan. 
dan lcmbaga swssta asing sebagai bahan 
pertlrnbangan pengambilan kebijakan pimpinan; 

x. menyclengs;arakan pengkajian, koordtnasl. dan 
fasilitasi kerjasama dalarn pengcmbangan 
pembangunan wilayah pcrbatasan sebagal bahan 
pertimbangan pengambllan kcbijakan pimpinan; 

y. mclaksanakan pemanrauan clan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bagian Pcmeriruahan dengan 
cara mcngukur pcncapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
Ian jut; 

z. rnclaporkan pelaksanaan tugas kepada pirnpinan 

baik lisan maupun, tertulis sebagai 1V1.1jud 
akuntabilitas dan transparansi; 

aa, mengevaluasi clan menilai preatasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kcrja 
sesuai ketentuan datam rangka peningkatan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

bb. menyampalka.n saran dan pertimbangan kepada 

atasan baik Jisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan l-anco..r 
serta untuk menghindarl penyimpangan; dan 

organisasi 
peraruran 

(SPM) 
dengan 

Standar Pelayanan Minimal 
perangkat daerah sesuai 
perundang·undangan; 

u. mengoordinasikan dan memfasilitasi dcngan pihak 

tS 



Bagian Kedua 

Bagian Kcscjahtcrnan Rakyat 

Pasal 10 

(I) Baglan Kesejahteraan Rakyat dipirnpin olch Kepula 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggunF: 
jawab kepada Asisten Pemcrintahan dan Kesejahtcraan 
Rakyat. 

(2) Kepa la Bagian Kescjahteraan Rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayal (I), mempunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian rugas Asisien Pemcrintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perurnusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Pcrangkat Daerah, pcmaruauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kebiiakan c!aerah. pelaksanaan pernbinaan 
adminiatrasi di bidang keagamaan, kesejabieraan sosial 
dan kesejahteraan rnasyarakat. 

(3) Untuk mejaksanakan tugas sebagahnana dimaksud 
pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat mcmpunyai 
fungsi : 
a. penyiapan bahan perurnusan kebijakan daerah di 

bidang kcagarnaan, kesejahteraan sostal dan 
kesejahteraan masyarakat: 

(1) Susunan Organisasi Bagian perncriruaban sebagaimana 
dimaksud pasal 5 ayal (1) huruf b angka l, tcrdiri alas 
kclompok jabatan Iungaional yang tetbegi atas tiga sub 
koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayal ( LI, 
terdiri atas : 
a. Sub Kcordinator Administrasi pcrneriruahan; 

b. Sub Koordinator Administra.si Kewilayahan: 

c. Sub Koordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah 

(3) Sub kcordinator scbagairnana dimaksud pada ayat (2L 
bcrtanggung jawab kepada Asisten Perncrintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat mclalui Kcpala Bagian 
Pernerintahan. 

(4) Sub Koordinator sebagaunana dimaksud pada ayat {2) 
mc:-mpunyai rugas sebagaimana tcrcantum dalarn 
Lampiran !I yang merupakan bagian tidak ierpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 9 
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kesejahteraan masyarakat; 
b. penyiapan bahan pengoordinasien pcrumusan 

kebijakan daerah di bidang keagamaan, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelakeanacn 

tugas Pcrangkat Dacrah di bidang keagamaan, 
kcscjahteroan sosial dan kescjahre.raan maayarakat; 

d. penyiapan bahan pemantauan daa evaluasi 

petaksanaan kebijakan daerah terkait pencapa.ian 
tujuan kebijaka.n, dampak yang tidak diinginkan dan 
faktor yang mempengaruhi pcncapaian tujuan 
kebijakan di bidung keagamaan, kcscjahtetaan soeial 
dan kesejahteraan masyarakat; 

e. penyiapan banan pelaksanaan pernbinaan 
administrasi di bidang keagamaan, kesejahtcraan 
sosia1 dan kesejahtcraan maayarakat; dan 

f. pelaksaaan fungai lain yang diberikan oleh Asisten 
Pernerintahan dan Kesejahtcraan Rakyat yang 
berkaitan dengan rugasnya. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat mcmpunyai rincian tugas : 

a. mcrumuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan 
peraruran perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun scbclurnnya. sebagai pedoman 
pelaksanaan rugas: 

b. membagi togas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta mcmberikan arahan baik 
sccara lisan maupun terrulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsukaei dengan 
instanei terkait baik vertikal mauptrn horizontal 
guna stnkronlsasl dan harmonisasj pelaksanaa.n 
rugas: 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 

undangan sesuai lingkup uigasnya sebagai bahan aiau 
pcdornan unruk melaksanakan kegiatan; 

e, menyiapkan bahan pcrumusan kebijakan daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan 
kesejahteraan rnasyarakat sesuai peraturan 
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dalam penyelenggaraan kegiatan Bagian Kesejahteraan 
Rakyat agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

m. mengendatikan dan mengarahkan kegiatan fasilitasi 
dalam rangka pembahasan bersams dengan uni1 
kerja/Perangkat Daerah (OPD) terkait, gum, 
sinkronisasi dan harmonisasi rumusan kebjjakan di 
bidang pcndidikan, kebudayaan, bina mental. 
keagamaan, kepernudaan, olahraga, pariwisata, 
tenaga kerja, transmigrasi, sosial, pemberdayaan 
masyarakat, pcnanggutangan bencana, kcsehatan, 
pengendalian penduduk, keluarga berencana. 
pe.mberdayaan perempuan, clan pcrlindungart anak; 

n, melaksanakan kajian dan evaluasi berkaitan bidang 
pendidikan, kebudayaan, bina mental, keagamaan, 
kepernudaan, olahraga, parrwisata, tenaga kerja, 
transmigrasi, suwial , --pemberdayaan masyarakat, 
penanggulangan bencana, kesehatan, pengcndalian 
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan 
pcrernpuan, dan pcrlindungan anak sebaga, 
pedoman dan/ atau pertimbangan daJam 

inovasi 
Bagian 

kualitas 

k. menyelenggarakan pelayanan prima dan 
kegiatan sesuai rugas dan fungsi 
Kesejahtcraan Rakyat guna peningkatan 
kerja; 

I. mencrapkan Standar Operasional Proaedur (SOP) 

r. menyiapkan bahan pengoordlnasian pcrumusan 
kcbijakan daerah di bidang keagamaan, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat: 

g. menyiapkan bahan pcngoordinasian petaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan. 
kcscjahteraan sostat dan kesejahteraan masyarakat 

h. menyiapkan bahan pemanmuan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, 
kesejanterean sostal dan kesejahteraan masyarakat; 

I. menyiapkan bahan peleksanaan pernbinaan 
administrasi di bidang keagamaan, kesejahteraan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

j. rnelaksanakan pernantauan dan evaluaai 
petaksenaan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat 
dengan cara mengukur pencapaian program kcrja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan 
rugas; 
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6 
w. menyarnpaikan saran clan pertimbangan kepada 

kepada pimpinan 
scbagai wujud 

u. melaporkan pelaksanaan tugas 
baik lisan maupun tertulis 
akuntabilitas dan ttansparansi; 

v, mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja p.cgawai dan per-ilaku kerja 
sesuai ketentuan dalarn rangka peningkatan karir, 
pemberian pcnghargaan dan sanksi: 

mendukung Sadan Narkotika Nasional Kabupatcn 
[BNNK) dan inatansi terkait lainnya uruuk 
Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan 
Percdaran Gelap Narkotika (P40N) di Daerah; 

q. menyelenggarakan Iasilitasi pcrumusan kebijakan 
dalam pcmberinn/penyerahan bantuan sarana 
keagamaan di Daerah yang dilaksanakan Perangkat 
Daerah, pembinaan terhadap aliran kepercayean 
kepada Tuhan yang Maha Esa dJ Dae rah; 

r. menyelenggarakan faailitasi pe..rumusan kebijakan 

pengembangan rumah sakit dan Pueat Kcschatan 
Masyarakat [Puskesmas), balai pcngobatan, 
pendirian ternpet ibadah, pendirian pendidikan swata, 
serta mengoordinaslkan kegiatan dalam rangka 
mendukung pcnanggulangan AIDS dan 
penanggulangan kerniskinan di Daerah; 

s. menyelenggaral<an fasilitas dan koordinasi kegiatan 

kepanitiaan haji bersama dengan insransi terkalt 
sesuei pcraturan perundang-undangan; 

t. mcngendalikan dan mcngevaluasi penyerapan 

anggaran Bagian Kesejahtcraan Rakyat dengan cam 
mcmbandingkan laporan perkembangan realisasi 
belanja dengan rencana pembiayaan yang 
ditet.apkan sebelumnya; 

rangka dalarn kegiatan p. mengo<>rdinasikan 

pengambilan kebijakan/ kepurusan; 

o. menyeknggarakan pcmantauan dan evaluasi 

pelaksanaan urusan perncrintahan yang dilaksanakan 
olch Perangkat Daerah di bidang pendidikan, 
kebudayaan, bina mental, keagamaan, kepemudaan, 
olahraga, pariwiaata, sosial, pernberdayaan 
rnasyarakat, pcnanggulangan bencana, tensga kerja, 
transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk. 
keluarga berencana, pcmberdayaan perernpuan, dan 
pcrlindungan anak; 
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Bagian Ketiga 
Bagian Httkurn 

PasaJ 12 
( l) Bagi an Hukum dipimpin oleh Kepala Bagi an yang 

berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Asisten Pemerintahan dan Kcscjahteraan Rakyat. 

(2) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat [I], mempunyai tugas metaksanakan sebagian 
tugas Asisten Pemcrintahan dan Kesejahterean Rakyat 
dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah. 
pengoordinasian perumusan kebijakan dacrah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah, 
pernantauan dan evaluasi peleksanaan kebijakan 
daerah, pelakaanaan pembinaan adrninistrasi di bidang 
perundang-undangan, bant.usn hukurn, 
sertadokumentasi den informasi hukum. 

(3) umuk meraksanakan tugas sebagairnana dimaksud 

da.ri Peraturan Bupati ini 

Pernerin taben dan 
Ke pal a Bagian 

bertanggung jawab kepada Asistcn 
Kesejateraan Rakyat melalui 
Kesejahteraan Rakyat. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mernpunyai tugas scbagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang rnerupakan bagian tldak terplsahkan 

(2) Sub koordinator, scbagaimana dimaksud pada ayat ( I], 
tcrdiri ates : 
a. Sub Koordinator Bina Mental Spiritual; 

b. Sub Koordi.nawr Kesejahteraan Sosial; dan 

c. Sub l{oordinator Kesejahteraan Masyarakat. 

(3) Sub koordinator sebagaimnna dimaksud pada ayai (21, 

Pasal 11 

(I) Susunan Organisasi Bagian Kesejabteraan Rakyat 
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayar (IJ huruf b angka 2, 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang tcrbagi 
atas tlga sub koordinator: 

pirnpinan 
Bagian 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari 
sesuai dengan tugas dan Iungsi 
Kesejahteraan Rah-yat. 

atasan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancer serta 
untuk mcnghindari penyimpangan; dan 
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r. pclaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 
pemerintahan dan Kesejahtcraan Rakyat yang 
berkaitan dengan tu.gasnya. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsl sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian 
Hukum mempunyai rincian rugas : 

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 
kegiatan Bagian Hukum berdasarkan peraruran 
perundang-undaogan clan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberlkan arahan balk 
secara lisan maupun tertutis guna kelancaran 
pelaksana.an tugas: 

c. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi cerkait balk vertikal maupun horizontal 
guna smkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan 
rugas: 

d. menclaah dan mcngkaji peraturan perundang .. 

undangan sesuai lingkup rugasnya sebagai bahan 
atau pedoman unruk rnclaksanakan kegiatan; 

pelaksanean pembinaan 
bictang perundang-undangan, 

serta dokumentasi dan inforrnasi 

e. penyiapan bahan 
adminiatrasi di 
bantuan nukurn, 
hukum; dan 

pada ayat (2), Bagian Hukum mcmpunyai fungsi : 

a. pcnyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta 
dokumentasi da.n informasi nukum: 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan dacrah di bidang perundang-undangan, 
bantuan hukum, serta dokumentasi dan lnformasi 
hukum; 

c. penyiapan bahan pcngoo:rdinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah di bidang perundang 
undangan, bantuan hukurn, serta dokumentasi dan 
informasi hukum; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan 
eveluasi di bidang perundang-undangan, bantuan 
hukurn, scrta dokumentasi dan lnformasi hukum; 
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kepada pirnpinan 
scbagai wujud 

m. melaporkan pelaksanaan tugas 
baik lisan maupun tertulis 
akuntabilitas dan transparansi: 

n. mengevaluasi dan menilai prcataai kerja bawahart 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan peri!aku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir. 
pernbcrian penghargaan dan sanksi; 

o. menyampaikaa saran dan pertimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang tela h 
disusun untuk banan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

evaluasi dan pcrnantauan l. rnclaksanakan 

administrasi di bidang perundang .. undangan, bantuan 
hukum, scrta dokumentasi dan inlormasi hukum; 

j. memberikan bantvan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan atas gugatan yang diajukan terhadap 
Pemerintah Daerah dalam perkara perdata dan 
gugatan yang diajukan terhadap pejabat di 
lingkungan Pemerintah Daerah dalarn perkara iata 
usaba Negara; 

k. menyck:ngg:era.kan sosialieasi dan pembinaan bidang 

hak asasi manusia di Daerah sesuat dcngan 
peraturan perundang-undangan; 

pembinaan pelaksanaan bah an i, rnenyiapkan 

e. menylapkan bahan pe.rumusan kebijakan dacrab di 
bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta 
dokurncntasi dan lnformaei hukum sesuai peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman pclaksanaan 
tu gas; 

f. menyiapkan bahan pcngoordinasian perumusan 
kebijakan dacrah di bidang perundang-undangan. 
bantuan hukum, serta dokumcruasl dan informasi 
hukum; 

g. rnenyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
rugas Perangkat Daerah di bidang perundang 
ondangan, bantuan hukum, scrta dokumcntasi don 
inforrnasi hukum; 

h. rnenyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di 
bidang perundang .. undangan, bantuan hukum, scrta 
clokumentasi dan informasi hukum: 
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perekonomtan dan sumber daya elam, adrninistraei 
pembangrman dan pen gad a an barang/ jasa; 

b. pcngoordinasia.n penyusunen kebijakan daerah di 

bidang di daerah kebijakan a. pcnyusunan 

BAB VI 
ASISTEN PER!sKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

Pasal 14 
(I) Asistcn Pcrekonomian dan Pembangunan berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris 
Daerah. 

(2) Asisten Perekonomian dan Pembengunan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I), mempunyai tugas mernbaruu 
Sckretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah 
dibidang perekonomian dan sumber daya alam, 
administrasi pcmbangunan dan pengadaan barang/ 
jasa. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Asistcn Perekonomian dan Pernbangunan 
mcmpunyai fungsi : 

Pasal 13 

{l) susunan Organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud 
pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas kclompok 
jabatan Iungstonal yang terbagi atas tiga sub koordinaror; 

(2) Sub koordinatcr, sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
terdiri atas : 
a. Sub Koordinator Perundang-undangan; 

b. Sub Koordinator Bantuan Hukum: dan 
c, Sub Koordinator Dokurnenrasi dan lnformasi. 

(3) Sub koordinator sebagaimana ctimaksud pada ayat (2), 
bcrtanggung jawab kepada Asisten Pemcrintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat melatui Kepala Bagian Hukum. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
mempunyal tugas aebagaimana tcrcan Lum dalam Larnpiran 
LI yang mcrupakan bagian tidak terpisah kan dari Pera tu ran 
Bupati inL 

kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

p, mclakeanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan 
sesuai dengan tugas dan fuogsi Bagian Hukum. 
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bidang pcrekonomian daa sumber daya alam, 
adrninlstrasi pembangunan dan pengadaan barang/ 
jasa: 

c. pengoordinasian pelaksanaan rugas Perangkai 
Daerah di bidang bidang perekcnomian dan sumber 
daya alam, adrninistrasi pembangunan dan 
pengadaan barang/jasa; 

d, pemantauan dan evaluasl pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang pengadaan barang/jasa; 

e. pernaruauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak 
yang tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pcncapaian tujuan kebijakan di 
bidan_g pcrekonomian dan sumber daya slam, dan 
admintstrasi pembangunan; 

f. penyiapan pelaksanaan pernbinaan admirriatraai di 
bidang perekonomian dan sumbcr deya alam, 
adrninistrasi pembangunan dan pengadaan barangl 
jasa; dan 

g. pelaksanaan Iungsi lain yang dibenkan oleh 
Sekrctaris Dae rah di bidang perekonomian (13 n 
sumber daya a1arn, administrasi pembangunan dan 
pengadaan barang/jasa yang bcrkaitan dengan 
tugasnya. 

{4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dlmaksud pada ayat (2l clan ayal (3\, Asiotcn 
Perekonomian dan Pernbangunan mernpunyai rincian 
tugas : 
a. menyusun rencana dan program kcgiatan Asistcn 

Perckonomian clan Pembangunan berdasarkan 
peraturan per-undang-tmdangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan mclalul pengkajian 
perrnasalahan dan peraruran perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan erlsien; 

c .. mcngarahkan rugas Kepala Bagian sesuai lingkup 
tugasnya baik secara lisan maupun tcrru lis gun a 
kelancarun pclaksanaan iugas, 

d. melaksanakan koordinesi den koneultasr dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untukmendapatkan lnformasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasl dan harrnonlsasi 
pelaksanaan tuga·~; 
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k. mengoordinAsikan Perangkat Dacrah dalam 
peraiapan dan pelakaanae,n eapat-rapat ber-sama 
DPRD sesuai tingkup tugas Asrsten Perekouorruan 
dan Pembangunan; 

I. melaksanakan pernanrauan don evaluasi pelaksanaan 
kcbijakan daerah di bldang pengadaan barang/ [asa; 

rn. rnelaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah rerkait pencapaian tujuan 
kebijakan, darnpak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhl pencapaian tujuan 

j. mengoordinasikan Perangkat Dacrah dalam 
pelaksanaan urusen perncrintahan dan 
fungsi penunjang urusan pcmerintahan sesuai 
lingkup tu gas A sis ten Perekonomian dan 
Pemba.ngunan; 

c. rnenelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnva sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebjjakan sexretaris Daerah 
dan naskah dinas yang bcrkaitan dengan bidang tugas 
Baglan Perekonomian dan $umber Daye Alam, Bagian 
Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan 
Ba rang/ Jasai 

g. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan yang 
dilaksanakan Bagian Perekonornian dan Sumber 
Daya Alam, Bagia.n Administrasi Pernbangunan, dan 
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa; 

b. membina da.n mengendalikan kegiatan yang 
dilaksanakan Bo.gian Perekonornian clan Sumbcr Daya 
Alam, Bagian Adrnlnistrasi Pembangunan dan Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa; 

t. rnengarahkan kegiatan pernbahasan perumusan 
kebijakan teknis dan pcraturan perundang- undangan 
yang disusun oleh organisasi pcrangkat daeeah 
sebelum diajukan kc Bagian Hokum meliputi bldang 
pekcrjaan umum, pcnataan ruang, perurnahan, 
kawasan perrrrukiman, perhubungan. pcrtanoha.n, 
komunikasi, informatika, staristlk, persandian, 
pcrencanaan. penelitian, pengernbangan, lingkungan 
hid up, pertanian, pangan. kclautan I pcrikanao, 
perkcbonsn, pcrdegangan, perindustrian, koperasi, 
usaha mikro, kcci1, dan rnenengah, renaga kerja, 
tranemigrasi, dan encrgi surnber daya mineral, 
pcnanaman modal, petayanan terpadu satu pintu, dan 
Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD) serta BLUD; 
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(11 Bagian Pcrekonmian dan Sumber Daya Alam dipirnpin 
oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonornian dan 
Pem bangunan. 

(2) Kepala Bagian Perekonornian dan Sumbcr Daya Alam 
sebagairnana dimaksud pada ayat (I), mcmpunyai tugas 
melaksanakan sebaglan tugae Aslsten Pcrckonomian 
dan Pembangunan dalarn penyiapan perumusan 
kebijakan daerah. pengoordinasian perurnusan 
kcbijakan daerah, pcngoordinasian pelaksanaan rugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah, pclaksanaan pcmbinaan 
administrasi di bidang pembinaan BUMD dan Bt,UD, 

Bagian Kesatu 
Bagian Perekonomian dan Sumbcr Daya Alam 

Pasal 15 

kcbijakan di bidang per<:konomian dan sumber daya 
alam dan adminisrrasi pembangunan dan pcngadaan 
barang/ jasa: 

n. menyiapkan pelaksanaan pernbinaan administrasl di 
bidang perekonomian dan surnber daya alam, 
administraei pembangunan dan pengadaa 11 barang/ 
jasa: 

o. mengcvaluesi pelaksanaan kegiatan di Bagian 
Perekonomian dan Sumbcr Daya Alan~. 
Bagian Administrasi Pernbangunan dan Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa dengan cera mcngukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan kepada Sckretaris Dacrah dan 
kcbija.kan tindak lanjut; 

p. rnelaporkan pelaksanean tugas kepada Sekretaris 
Dacrah baik lfsan maupun terrulis scbagai wujud 
akuntabiHtas dan transparansi; 

q. mengcvaluasi dan mcnilai prcstasi kerja bawahau 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketcntuan dalam ran.gka penlngkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi: 

r. menyampaikan saran dan pcrtimbangen kepada 
pimpinan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta unruk 
meoghindari penyirnpangan; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekrctariat Daerah. 
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perekonomian dan sumber daya alam. 

(3) Untuk mclaksanakan tugas scbagaimona dimaksud 
pada ayat (2), Bagian Perekonomian dan Sumbcr Daya 
Alam mernpunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian 
dan sumber daya alam; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang pernbinaan BUMD dan 
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD 
dan BLUD, perekonomian dan sumber-daya alarn; 

d. penyiapan bahan pcmantauan dan evaluas! 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, 
dan faktor ya.ng mempcngaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang pembinaan 13UMD dan BLUD, 
perekonomian dan sumber daya alam; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan 

administrasi di bidang terkait pernbinaan BUMD dan 

BLUD. perekonomian dan sumber daya alarn; dan 

f. pelaksaaan fungsi Jain yang diberikan oleh Asisten 

perekonomien dan Pembangunan yang berkaitan 
dengan tugasnya. 

(4\ Untuk mclaksanakan rugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian 
Perekooomian dan Sumber Daya Alam mempunyai 
rincia.n tugas : 
a. merurnuskan dan mcnetapkan rencana dan program 

kegiatan Bagian Pcrekonomian dan Sumber Daya 
Alam berdasarka..n peraturan perundang-undangan 
dan haail evaruasi kegiatarr tahun sebelumnya 
sebagai pedoman pelaks.anaan tugas: 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secaralisan maupun tertuHs guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. rnelaksanakan koordinasi dan kcnsulrasi dcngan 
i nstansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
guna ainkronisasl dan harmonisasi pelaksanaan 
tugas; 
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m. mengendalikan dan mengarahkan kegiatan fasilitasl 
dala.m rangka pembahasan bersama dengan unit 
kcrja/ Perangkat Daerah terkait, gun a ainkronisasi 
dan harmonisasi rumusan kebijakan di bidang 
lingkungan hidup, pertantan, pangan, ketauian, 
perikanan, perkcbunan, perdagangan, perindustrian, 
koperasi, usana rnlkro, kccil, dan mcnengan, energi 

6 

inovasi 
Bagi an 

gun a 

k. menyelenggarakan pelayanan prima dan 
kegiata.n sesuai tugas den fungsl 
Perekonomiandan Sumbcr Daya Alam 
peningkatan kualitas keria; 

1. mencrapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalam pcnyelenggeraan kegiatan Bagian 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

d. mcnelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pcdoman untuk melaksanakan kegiatan; 

e. mcnyiapkan bahan perurnusan kebijakan daerah di 
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonornian 
dan sumber daya alam; 

f. menyiapkan ba.han pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang pernbinaan BUMD dan 
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; 

g. mcnyiapkan bahan pengoordino.sian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD 
dan BLUD, perekonomian clan surnber daya alam; 

h. menyiapka.n bahan pemaot.auan dan evaluasi 
pelaksanaan kcbijakan daerah tcrkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kcbijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUO, 
perckonomian dan sumbcr daya alam; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan 
adminiscrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD. 
pcrekcnomian don sumbcr daya alam melaksanakan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan di 'Bagian Perekonornian dan Sumber Daya 
Alam sesuai peraturan perundang- undangan agar 
kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
mencapai target yang telah dltetapkan; 

J, menyiapkan konsep kebijakan Asisten Pcrekoncmian 
den Pembangunan dan naskah dinas yang berkaitan 
dengan kegiatan di bidang pembinaan BUMD dan 
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; 
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pimpinan 
Bagian 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari 
seauaidengan rugas dan fungsi 
Pcrckoaomian dan Sumber Daya Alam. 

surnber daya mineral, penanaman modal. pelayanan 
tcrpadu satu pinru, Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dan BLUD; 

n. melaksanakan kajian dan evaluasi berkaitan bidang 
lingkungan hidup, pertanian, pangan, kelautan, 
perikanan, perkebunan, perdagangan, pcrindU$Uian, 
kope.rasi. usaha mikro, kecil, dan mcnengah, energi 
sumber daya mineral, penanaman modal, pelayaria n 
terpadu satu pintu, dan Sadan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dan BLUD sebagai pedoman dan/auiu 
pertimbangan dalam pengarnbilan 
kebijakan / keputusan: 

o. mcnyelenggarakan pemantauan dan evaiuast 
pelaksanaan urusan pernerintahan yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, 
pertanian, pangan, kelautan, perikanan, perkebunan, 
perdagangan, perinduetrian, koperasi. usaha mikro, 
kccil, dan menengah, enetgi sumber daya mineral, 
penanaman modal, pelayanan ierpadu satu pintu, 
Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD) dan BLUD; 

p. mcnyelenggarakan pengkajian pengelolaan Bada.n 
UsahaMilik Daerah (BUMD) dan Bi.,UD sesuai 
peraturan perundang-undangan serta mcrnberikcn 
rekomcndasl solusi penyelesaian 
permasaJahan kepada pimpinan: 

q. menyelenggarakan pengl<.ajian dan evaluasi 
penerapan Pelayanan 'ferpadu Satu Pintu (PTSP) 
perizinan dan non perizinan serta membcrikan 
rekornendasi solusi penyelesalan permasalahan 
kepada pimpinan; 

r. mclaksanakan melaporkan pelaksanaan tugas 
kcpada pimpinan baik lisan maupun tert.ulis 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi: 

s. mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketenruan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian pcnghargaan dan sanksi; 

t. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun tertulis 
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiaran 
berjalan lancar serta untuk rnenghindari 
penyimpangan; da.n 
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pelaksanaan 
penyusunan 

c, penyiapan bahan peugoordina.sian 
tugas Perangkat Daerah di bidang 

Bagian Kedua 

Bagian Administrasi Pernbangunan 

Pasal 17 
(I) Bagian Admirustrasi Pembangunan dipimpin oleh 

Kepala Baglan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kcpada Asistcn Perekonomian dan 
Pembangunan. 

(2) Kepala Bagian Adminiscrasi Pembaogunan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mcmpunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan dalam pcnyiapan pcrurnusan 
kebija.kan dacrah, pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan rugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan 
administrasi di bidang pcnyusunan program, 
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Begian. Administrasi pembanguuan 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di 

bidang penyusunan program, pengendalian program 
dan evaluasi dan pelaporan; 

b. pcnyiapan bahan pengocrdinasian pcrumusan 
kebijakan dserah di bidang penyusunan program, 
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 

(1) Susunan Organisasi Bagian Perekonornian dan Surnber 
Da,ya Alam sebagairnana dimaksud paeal 5 ayar (I) huruf c 
angka I, terdiri ates kelompok [abatan fungsional yang 
terbagi atas tiga sub koordinator: 

12) Sub koordinator. sebagaimana diroaksud pada ayat [I], 
terdlri atas : 
a. Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLVD; 

b. Sub Keordinator Perekonomian; dan 
c. Sub Koordinatcr Sumbcr Daya Alam. 

13) Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan melalui Kepala Bagian Pcrekonomian dan 
Sumbcr Daya Alam. 

Pasal 16 
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program, pengendalian program dan evaluasi dan 
pelaporan: 

d. pcnyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pclaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, drunpak yang tidak diinginkan dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian rujuan 
kebiiakan di bidang penyusunan program, 
pengenda!ian program dan evaluasi dan pelaporan; 

e. penyiapan bahan pclaksanaan pembinaan 
adrninistrasi di bidang penyusunan program. 
pengendalian program dan evaluasi dan petaporan: 
dan 

f. pelaksaaan fung'si lain yang diberikan oleh Asisten 
Pcrckonomian dan Pembangunan yang berkaitan 
dengan tugasnya. 

(4) Untuk mclaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat \3), Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan mempunyai r:incian tugas : 

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 
kegiatan Bagian Administras! Pernbangunan 
berdasarkan peraturan perundang·undangan dan 
hasil evaiuast kegiatan tahun scbelumnya aebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b, membagi ruges bawe.ha.n sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta mernberikun araban baik 
secara lisan maupun tcrtulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsul tasi dengan 

instansi terkait baik vcrtikaJ maupun horizontal 
guna sinkronisasi dan harrnoniaasi pelaksanaan 
rugas; 

d. menelaah dan mengl<aji peraruran perundang- 
1.mdangan sesuai lingkup tugasnya seba.ga.i bahan 
atau pedoman untuk metaksanakan kcgiatan; 

c::. menyiapkan bahan perumusan kebjjakan daerah di 
bldang pcnyusunan program, pcngendalian program 
dan evaluasi dan pclaporan sesual peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan 
tu gas; 

f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dl bidang penyusunan program, 
pengendalian program dan evatuasi dan pclaporan; 

g. menyiapkan bahan pcngoordiuasian pelaksanasn 

31 



0 

peraturan perundang .. undangan; 
I. mengoordinasikan den memfasilitasl penyusunan 

dokumen perencanaan, evaluast dan pclapo.ran 
tingkat Sekretariat Dacrah scsuai dengan pcraturan 
perundang-undangan; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bagian Administtasi 
Pembangunan dengan cara mcngukur pencapaian 

program kcrja yang Lelah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas kcpada pimpina.n 

baik lisan maupun tertulis sebagai wujud 
akuntabiUtas dan transparansi; 

o. mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahao 
berdasarkan sasaran kcrja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalarn rangka pentngkatan katlr, 
pemberian penghargaan dart sanksi; 

p. menyampaikan saran dan portim bangan kepada 

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pclaksanaan kegiatan berja.1an lancar 
serta untuk mcnghindari penyirnpangan; dan 

q. metaksanakan tugas kcdinasan lain dart pimpinan 
sesuai dengan tugas dan Iungsi Bagtan Adrnlnlstrasi 
Pembangunan. 

memlasilirasi penyusunan 
Anggaran (RKA), Dokumen 

(DPA) sert.a perubahan 
Daerah sesuai dengan 

k. mengoordinasikan dan 
Rencana Kegiatan dan 
Pelaksanaan Ansgaran 
anggaran Sekrerartat 

tugas Perangkat, Daerah di bidang penyusunan 
program. pcngenda.lian program dan evaluasi dan 
petaporan: 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaJan 
tajuan kcbijakan, dampak yang tidak diinginkan, 
dan Iaktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang penyusunan program. 
pengendalian program dan evaluas: dan pelaporan: 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan pcmbinaan 
administrasl di bidang penyusunan program. 
pengendalian program dan cvaluasi dan pelaporan; 

J. menyelcnggarakan pcrumusan, pengendalian, 
evatuasi dan pelaporan program kegiatan di lingkup 
Sekretariat Daerah; 

32 



perumusan b. penytapan bahan pengoordinasian 

Bagian Ketiga 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal L 9 
(I) Bagian Pengadaan Ba rang/ Jasa dipimpin oleh Kepala 

Bagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan. 

(2} Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J), mempunyai tugas 
ruelaksanakan sebaglan mgas Asistcn Pcrckonomian 
dan Pembangunan dalam penyiapan perurnusan 
kebijakan dacrah, pengoordinastan perumusan kebijakan 
daerah, pcngoordinasian petaksanaan rugas Perangkat 
Dacrah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan tayanan 
pengadaan secara elektronik, pcmbinaan dan advokasi 
pengadaan barang/jasa. 

(3) Untuk rnclaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2), Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di 
bidang pengelotaan pcngadaan barang/Jasa, 
pen-ge!olaan layanan pengadaan secara etektronik. 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 

Pasal 18 
( l) Susunan Orgarnsasi Bagian Administresl Pembangunan 

sebagalmana climaksud pasal 5 ayat (1) buruf c angka 2. 
rerdirl atas keJompok jabatan fungsionat yang terbagi ataa 
tiga sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayal (i), 
rerdiri atas . 

a. Sub Koordinator Penyusunan Program; 

b. Sub Kocrdtnator Pengeodaltan Program; dan 
c. Sub Koordinaror Eva.luasl dan Pclaporan. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berta.nggung jawab kepada Asistcn Perekonomian dan 
Pcmbangunan rnelalui Kepala Bagian Bugian Adrniuistrasi 
Pcmbangunan. 
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admirriatras! di bldang pengelolaan penga<laan 
barangJjasa, pengclolo.an layanan pcngadaan sccara 
elektronik, pcmbinaan dan advokasi pcngudaan 
barang/jase: dan 

r. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Asistcn 
Pcrekonomian dan Pe,nbangunan yang berkaitan 
dcngan rugasnya. 

(4) Untuk melaksanakan rugas dan fungsi sebagairnana 
dimaksud pada ayai (2) dan ayat (3), Kepala Bagian 
Pengadaan Ba rang/ Jasa mempunyai rincian tugas : 

a. merumuskan dan menctapkan rencana dan program 

kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
berdasarkan pcraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kcgiata.n tahun scbetumnya scbagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dcngan [abatan clan 
kompetensinya sorta memberlkan arahan baik 
secara Iisen maupun ierrulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas: 

c. mcla.ksanakan koordinasl dan konsuttasl dengan 
instans! terkair baik vertikal maupun horizontal 
guna sinkronisasi dart harmonisasi pelaksanaan 
uigas: 

d. mcncJaah do.n mcngkaji pcratttratt perundang 
undangan di bidang pcmbinaan, pelakearraan , 
monitoring, cvaiuasl pengadaan bararrg/jasa. dan 

pernbinaan pelaksanaan baha.n e. penyiapa.n 

kebijakan daerah di bidang pengclol!lan pengadaan 
barang/ [asa, pengelotaan layanan pcngadaan secara 
elekrronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang/ jasa; 

c. penyispan bahan pengoordinnsian pelaksanaan 

iugas Perangkat Dacrah di b1dang pengelolaan 
pcngadaan barang/jasa, pengclolaan layanan 
1,engadaan secara eJektronik, pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang/ jasa; 

d. penyrapan bahan pemantauan den evaiuasi 
pclaksanaan kebijakan daerah ierkau pencapaian 
rujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan 
dan faktor yang mcmpeng,aruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang pengelolaan pcngadaan 
barang/jasa, pengclolaan tayanan pengadaan secara 
elektronik, pernbinaao den advokasi pengadasn 
barang/jasa; 



regulasi sektoraJ lainnya sebagai bahan pcrumusan 
kebijakan teknis serta pedornan pelaksanaan tugas: 

e. menyiapkan bahart perumusan. kcbijakan dacrah di 
bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pcmbinaan clan advokasi pengadaan barang/jesa, 

f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusa n 
kebijakan daerah di bidang pcngelolaan pengadaan 
barang/jasa, pengetotaan layanan pengadaan secara 
elekrronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang/ jasa 

g. menyiapkan baha.n pengoordinasian pclaksanaan 
rugas Perangkai Daerah di bidang pengclolaan 
pengadaan barang/ jasa, pcngclolaan layanan 
pengadaan secara elektronlk, pembinaan dan 
advokasl pengadaan barang/jasa 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah rerkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang udak diinginkan 
dan laktor yang mempcngaruhi pcncapaian tujuan 
kebijakan di bidang pengetolaan pengadaan 
barang/jasa, pengelolaan layanan pcngadaan secara 
clektronik, pembinaan dan advokasi pcngadaan 
barang/jaso 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan pcmbinaan 
administrast di bidang pcngelolaan pengadaan 
barang/jasa, pcngclolaan layanan pcngadaan secara 
etektronik, pernbinaan dan advokasi pengadaan 
barang/ jasa 

J. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian kcgiatan di bidang 
pengadaanbarang/jasa sesuai peraruran perundang 
undangan agar kinerja Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa mencapai target yang tclah ditetapkan; 

k. menyelenggarakan pelayanan prima dan inovast 
kegiatan pcngclolaan pengadaan barang/jasa, 
layanan pengadaan sccara elektrcnik seria 
pernbinaan dan advokasi pengadaan barans/ jasa di 
Jingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan pcraturan pcrundan,g-un.da.ogan guna 
peningkatan kualitas kerja; 

I. rnenerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalam penyelcnggaraan kegiatan Baglan Pengadaan 
Ba rang / Jasa agar diperoleh hasil kcrja yang optimal; 
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v, menyarnpaikan saran dan pcrtimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun terrulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan keglatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan: dan 

w. melakeanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
SC8t1ai dengan tugas dan fungsi Begian Pcngadaan 
Oatang/Jasa. 

kepada pimplnan 
aebagai wujud 

melaporkan pelaksanaru, tugas 
baik lisan mau pun tertulis 
akuntabititas dan transparansi; 

u. mengeva1uasi dan rnernlai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan peri'laku kcrja 
seeuet ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

L. 

o. membentuk/membubarkan Kelompok Kerja (Pokja) 
Pemilihan dan menetaplo;m/menempalkan/ 
rnernindahkan anggota Pokja Perrullhan; 

p. menugaskan anggota Kelompok Kerja Layanan 
Pengadaan (Pokja l,P) sesuai dengan bcban kerja 
maslng-masing; 

q, mcngawasi seluruh kegiaian pemilihan penycdia di 
Bagran Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka 
peugadaan barang /jasa perncrintah dan 

mclaporkan apabila ada penyirnpangan danj atau 
indikasi penyimpangan: 

r. mcngendalikan dan mengevaluaei penyerapan 
anggaran Bagian Pengadaan Barang I .Jasa 
dengan cara mernbandingkan laporun 
perkcmbanga:n rcalisasl bclanja dengan rencana 
pembiayaan yang diterapkan sebelumnya: 

s. rnengevaluasi petaksanaan kegiaian Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun unruk 
bahan laporan kepada pimpinan dan kcbijakan 
tindak lanjut; 

rn. menyiapka.n penyusunan Lembar Kcrja Dokurucn 
Pclak:sanaan Anggarnn y.ttng dibiayai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

n. menyiapkan dan menyusun strategi dan kajian agar 
pcngadaan barang/jasa pcmcrintah bcrjalan efektif 
dan cfieien ; 
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pengadaan pakct invetansest g. melaksanakan 
barang/iasa: 

Pe ragraf I 

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Baraog/.Jasa 
Pasal 20 

(I) Subbagian Pengelolaan Pcngadaan Barang/Jasa 
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada l<cpalR Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa. 

r21 Kcpala Subbagian Penge!ola.an Pengadaan Barang/Jasa 
sebagairnana dima.ksud pad a ayat ( 11, mempunyei cu gas 
meteksanakan sebagian tugas Kepala Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa dalam pcnyiapan bahan 
perurnusan kcbijakan teknis, pengoordinaslan, 
pembinaan, pengawasan, pengcndalian, pengelolaan. 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiawn di bidang 
pengelolaan banmg/ jasa. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2), Kepala Subbagian Pengelolaan Pcngadaan 
Barang/ Ja:sa mcmpunyai rincian tugas : 
a. rncnyusun rencana dan program kegtatan Subbagian 

Pengelolaan Pengadaan Bara.ng/ .Jasa berdasarkan 
peratoran perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegie tan tahun aebelumnya sebagai pedome n 
pelaksanaan iugas: 

b. mcnjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
perrnasalahan dan peraturan pcrundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan cfcktif dan efisien: 

c. membagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan 
kompctcnsinye serta mcmberikan arahan baik 
aecare Hsan maupun tert uHs guna kclancaran 
pelaksa.naan tugas, 

d. melaksanakan koordinasi clan kcnsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal rnaupun horlzomal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, sorta 
dalarn rangka sinkroniseai dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundung 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiaten; 

f. rnenyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk tekms, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
li.ngkup rugasnya guna mcndukung kclnncere n 
pclaksanaan kegiatan: 
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Pasal 2 J 

( 11 Subbagian Pengelolaan Layanan pcngadaan Sccara 
E:lektronik dipimpin oleh Kcpala Subbagjan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung [awab kepada 
Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa. 

(2) Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pcngadaan 

Paragraf 2 

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secera Elektronik 

h. melaksanakan risct dan analisis pasar barsng/jasa; 

i. melaksanakan penyusunan straregi pcngadaan 
barang/ jasa: 

J. rnelaksanakan penyusunan da n pengclolaan katalog 
etektronik tokalj sektoral: 

k. mcrnfasilit.asi pcrcncanaan dan pcngelolaan kontrak 
pengadaan barang/jasa pemerintah; 

J. melaksanakan pemantauan dan evatuasl 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar 
Operasional Prosedur {SOP) kegiatan pada 
Strbbagian Pcngelolaan Barang/Jasa untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

n. melaksanakan pcmantauan dart evaluasi kegiara» 
Subbagian Pengelolaan Ba rang/ .Jasa dcngan ca ra 
mengukur pencapaian program kcrja yang tclah 
disusun unruk bahan laporan dan kcbijakan tindak 
lanjut; 

o. mengcvaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kcrja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai kctent.uan dalam rangka pcniogkatan karir, 
pcmberian pcngbargaan dan sanksi: 

p. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
rransparansi pclaksanaan kcgiatan ; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun terrulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar sorta untuk 
menghindari penyimpangan; den 

r. mclakaanakan tugaa kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengen tugas den fungsi unit kerjanya. 
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Sccara Elektronik sebagaimana dimaksud pads ayat (I). 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian uigas Kepala 
Bagian Pengadaan Ba rang/ Jasa dalam penyiapan bahan 
perumusan kebijakan tcknis, pengoordinasian. 
pcmbinaan, pengewasan, pengcndalian. pengelolaan, 
fastlltasl, evaluasi, den pelaporan kcgiatan di bidang 
pengclolaan tayanau pengadaan secara elektronik, 

(3) Uruuk melaksanakan tugas sebagairnana dlmaksud 
pada ayar (2), Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan 
Pengadaan secara 15:lektronik mcrnpunyai rincian cugas: 
a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara [!;!ektronik 

berdasarkan peraturan perundang-undangen clan 
basil cvaluasl kcgiatan tahun sebclumnya sebagai 
pedornan petaksanaan rugas: 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
pcrmasalahan dan peraturan pen.indang-unda.nga.n 
agar pelaksanaan tugas berjalan cfektif dan disien; 

c. membagi rugas bawahan sesuai dcngan jabatan dan 
kornpetensinya serta rnemberikan arahan balk 
secara lisan maupun tertuns guna kelancaran 
pclaksanaan rugas; 

d, rnelaksanakan koordinasi dan koneultnai dengan 
instansi terkalt balk vertikal maupun horizon Lal 
untuk mendapatkan informasi, rnasuxan, scrta 
dalarn rangka slnkronisasl dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

e, rnenclaah dan mengkaji peraturan pcr-undung 
undangan sesuai lingkup iugasnya sebagai bahan 
atau pedornan untuk melaksanakan kegiatan; 

f. rncnyiapkan bahan penyusunan perunjuk ieknis, 
petunjuk peraksanaan, dan naskah dines scsuai 
lingkup tugasnya guna mcndukung kelnncaran 
pclaksanaan kegiatan: 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakanpcngelolaan 
seluruh sistem lnformasi pengadaan barang/ jasa 
[termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 
elektronlk) dan infrascrukturnya; 

h. rnelaksanakan pelayanan penga.daan barangj' jasa 
pcmerintah secara elektroruk: 

1. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rcgrstrasi dan 
verifikaai pengguna seluruh sistcrn informasi 
pengadaan barang/ jasa; 
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Paragrar 3 

Subbaginn Pcmbinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang/ .Jasa 

Pasal 22 

(l) Subbagian Pcrnbinaan den Advokasi Pcngadaan 
Ba rang/ Jasa dipimpin oteh Kepala Subbagiau 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Pengudaan Bara.ng clan .Jasa. 

(2) Kcpala Subbagian pernbioean dan Advokasi Pengadaan 

!. rnelaksanakan pelayanan informasi pengadaan 
barang/jasa pemerintah kepada masyerakat luas: 

m. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak; 

n. mengelola informasi manajemen barang/ [asa basil 
pengadaan; 

o. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Standar 
Opcrasional Prosedur (SOP) kcgiatan pada 
Subbagian Pengclolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik unruk peningkatan kualitas pelayanan 
publik; 

p. melaksanekan pemantauan dan evatuasi kcgiaian 
Subbagian Pengelolaan Layanan Pcngadaan Secora 
Elektronik dengan cara mcngukur pcncapaian 
program kerja yang tcla.h disusun untuk bahan 
laporan don kebijakan tintlak lanjut; 

q. mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 
bcrdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan karir, 
pernberian pcnghargaan dan sanksi: 

r. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansl pelaksanaan. kcgiatan: 

s. rnenyampaikan saran dan pertirn.ba.ngan kepada 
pi.mpinan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan bcrjalan lancar serta untuk 
menghindari pcnyi.mpangan; dan 

t. rnelaksanakan tugas kedtnasan lain dari pimpinan 
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya, 

kebutuhan j. mclaksanakan identifikasi 
pengembangan sistem inforrnasi; 

k. rnelaksanakan pengembangan sistcm informasi yang 
dibutuhkan olch UKPBJ; 
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Ba rang/ Jasa sebagalmana dimaksud pad a ayat (11, 
mempunyai tugas me1a.ksanaka.n sebagian uigas Kepala 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam penyiapan bahan 
perurnusan kebijakan teknis, pengoordlnasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pcngclolean, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
Pernbinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 

(3) Uniuk melaksanakan tugas scbagaimana dlmaksud 
pada ayat (2). Kepala Subbagian Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa mem pun ya i rincian 
tugas : 
a. menyusun rencana dan program kcgiauan Subbagian 

Pembinaan dan Advokast Pengedaan Ba rang/ Jasa 
berdasarkan peraturan perundangundangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya 
scbagai pcdornan pch:aksannan rugas: 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan pcraturan pcrundang-undangan 
agar pelaksanaan iugas berjalan efektif dan efisicn: 

c. membagi tugas baweben sesuai dengan jabatan dan 
kompctensinya serta mernberikan arahan batk 
secara lisan rnaupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas: 

d. mclaksanakan koordinasi dan konsultasi deng:an 
instansi terkait baik vcrtikal maupun horizonLal 
untuk mendapatkan inforrnasi, rnasukan, serta 
dalam rangka slnkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan rugas: 

e. menelaah dan mengkaji peraturan pcrundang 
undangan sesuai lingkup rugasnya sebagai banan 
atau pcdornen untuk melaksanakan kcgiatan; 

f. mcnyiapkan bahan penyuaunan petunjuk teknis, 
pctunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kclancaran 
petaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pcrnbinaau 
bagi para pelaku pengadaan ba.rong/jasa 
pemcrintah, tcruta.ma para Penge1ola Pcngadaan 
Barang/ .Jasa dan pcrsonel UKPBJ; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengclolaan 
rnanajernen pcngtt.ahuan pcngadaan borang/ jasa; 

,. menyiapkan bahan dan mclaksana.kan pcmbinaan 
hubungan dcngan para pemangku kcpcn ungan; 

j. menyiapkan bah an clan melaksanakan penge1olaan 
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p. menyiapkan bahan den melaksanakan bimbingan 
tcknis, pendampingan. dan/ a tau konsultasi proses 
pengadaan barangjjasa pemerintah di lingkungan 
pcmcrintah provinsi, kabupaten rkota, dan dcsa; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan 
teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 
pcnggunaan seluruh sistem informasi pengadaan 
barang/jasa pemerintab, aniara lain SIRUP, SPSE. 
ekatalog. e-monev, SI.KaP; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan 
penyelesaian sengketa kontrak rnelalui mediasi 

s, menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar 
Operasionel Proscdur (SOP) kegiatan pada 
Subbagian Pcmbinaan dan Advokasi Pe:ngadaan 
Barang/Jasa untuk peningkaran kualitas 
pclayana.n publik; 

t. rnelaksanakan pcmantauan <Ian evaluasi kegiatan 
Subbagian Pernbinaan dan Advokasi Pengadaan 
Barang/Jasa dcngan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah dlsusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tlndak lanjut; 

u. rnengevaluasl dan rneniloJ preetaei kerja bawahan 
berdasa.rkan sasaran kerja pcgawai dan per-ilaku kcrja 
sesuai ketentuan dalarn rangka peningkatan karir. 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

v, mcnyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kcpada 
pirnpinan sebagal wujud akuruabnuas dart 
rransparansi pelaksanaan kegiatan; 

w. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpina.n baik lisan maupun tertulis berdaserkan 

pengelolaan 
barang/ jasa 

melaksanakan Iastlhaei 
layanan pcngadaa n 

n. menyiapkan bah an dan 
implemcntasi standarisasi 
secara elcktronik; 

o. menyiapkan bahan dan melaksa nakan 
dan peng1...1kuran kineria penga.daan 
pernerintah: 

dan pengukuran tingkat kemarangan UKPB.J: 
k. menyiapkan bahan dan mclaksanakan pclaksanaan 

analisis beban kerja UKPBJ: 
I. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pcngclolaan 

personll UKPBJ: 
m. mcnyiapkan bahan dan rnelaksanaka pengcmbangan 

sistem insentif personel UKPBJ; 
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BAB Vil 

ASISTEN ADMll'llSTRASI UMUM 
Pasal23 

(I) Asisten Administrasi Umum bcrkedudukan di bawah 
dan bertanggungJawab kepada Sekretaris Dacrah. 

(2) Aslsren Administrasi Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l], mempunyai togas mernbantu Sckrctaris 
Daerah dalam penyusunan kcbijakan daerah di bidang 
urnum, organisasl, protokol dan komunikesi phnpinan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sehagalrnana dimaksud 
pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum mempunyai 
rungsl ; 
a. pelaksanaan kebijok.an di bidang umurn. prorokol 

dan komunikasi pirnpinan; 
b. penyosunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

c. pengoordlnasian pelaksanaan tugas Pcrangkat 

Daerah di bidang organisasi; 
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 

bidang umum, organisasi, protokol dan kornunikasi 
pimpinan: 

e. pemaruauan dan evaluasi celaksanaan kebijakan 

dacrah di bidang organisasi: 
f, penyiapan petaksanaan pembinaan adminlstrasi dan 

ASN pada instansi daerah; dan 
g. pejaksanaan fungst lain yang diberikan olch 

sekreraris Daerah di bidang umum, organisasi. 
protokol dan komunika,$i pimpinutl yang berkaitart 
dcngan tugasnya. 

\4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsl sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Asistcn 

Adrninistraei Umum mernpunyai rincian rugas : 

a. menyusun rencana dan program kcgiatan Asistcn 

Adrnlnistrasi Umum berdasarkan pcraurran 
perundang-undangan clan hasil evaluasi kcgiatnu 

kajien agar kegiatan berjalan lancar serta unruk 
menghindari pcnyimpangan; dan 

x. melaksenakan tugas kcdinasan lain dart pirnpioen 
scsuai dengan tugas dan Iungsi unit kerjanya, 
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peraiapan dan pelakeanaan tapat-rapat bersarna 
DPRD sesuai Lingkup tugas Asisten Adrninistrasi 
Umum; 

I. melakaanakan kebijakan di bidang urnum, protokol 

J· mcngoordinasi.kan Perangke.t Dae rah dalam 

pelaksanaan urusan pcmeriotahan dan fungsi 

penunjang urusan pcmerintahe:n scsuai lingkup 
cugas Asisten Administrasi Umum; 

k. mengoordinasikan Perangkal Daerah dalam 

kearaipan, 
ke Bagian 

kcpegawaian, pendidikan dan pelatihan, 
perpustakaan sebelurn diajukan 
Hukum; 

tahun sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaan 
tugas; 

b mcnjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasaJahan dan peraturan perundang·undangan 
agar pclaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. mcngarahka.n tngas Kepala Baglan sesuai lingkttp 
rugasnya baik secara Iisan maupun tertulis guna 
ketancaran peJaksanaan tugas; 

d. melaksana.kan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terko.it baik vertikal maupun hodzontal 
unruk mendapatkan Inlormasi, masukan, serta 
dalarn rangka sink.ronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

c. mcnelaah dan mengkaji peraruran. perundang 

undangan sesuai Lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanaka.n kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Sekretaris Daerah 

dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang 
tugas Bagian Umum, Bagian Orgarusasi, dan Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpinan: 

g. mengoordinasikan den mengarahkan kegiatan yang 
dilaksanakan Bagian Umum, Bagian 011!anisasi, dan 

Bagian Protoko1 dan Komunikasi Pirnpinan; 

h. membina dan mengendalikan kegiatan yang 
dilaksanakan Bagian Umum, Bagian Orgaf'lisasi, dan 

Bagian Protokol dan Kornunlkasi Pirnpinan; 

i. mengarahkan kegiatan pembahasan perumusan 

kebijakan tcknis dan peraturon perundang- undangan 
yang disusun oleh perangkat daerah di bidang 
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Bagian Kesatu 
Bagjan Umum 

Paso! 24 

( 11 Bagian Umum drpimptn oleb Kepala Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung iaweb kepada 
Asisten AdrninislJ'8Si Umum. 

(2) Kepala Bagian Umum scbagairnana dimaksud pada ayar 
(l), mempunyai tugas melaksanakan sebagian rugas 
Aslsten Administ.rasi Umum datnm penylapan 
petaksanean kcbijakan dan pcmantauan <Ian cvaluaoi da 
bidang Lala usaha pimpinan, star ohli don kcpcgawman, 

dan komunikasl pimpinan; 

m. menyusun kebijakan daerah di bidang organts a si: 

n. mengoordlnasikan pelaksanaan rugas perangkat 
daerah di bidang organisasi; 

o, menyiapkan pelaksanaan pcmantauan dan evaluasi 
di bidang umum, organisasi, protokol dan 
komunikasl pimpinan; 

p. melaksanakan pernantauan dan evaluasi 
pclaksanaan kebijakan daero.h di bidang organlseel: 

q. menyiapkan petaksanaan pembmaan adnunistras, 
dan ASN pada instansi dacrah; 

r rnengevaluasi pelaksnnaan kegiatan Baglan Umum, 

Bagian Organlsasi, dan Bagian Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan dengan cara mengukllr 
pencapaian program kcrja yang tclah disusun untuk 
bahan laporan kepnda Sekretaris Oacrah dan 
kebijakan tmdak lanjut 

s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris 

Oaerah baik hsan maupun tertulis scbagai WUJud 
akuntabilitas dan transparansi; 

t. rnengevaluasi dan menilai prestasl kerja bawaha.n 
berdasarkan sasaran kerja pega,.·ai don perilaku kcrja 
seeuai ketcntuan dalam rungko. pcningkutan karir-, 
pcmberion penghargoan da.n sanksi; 

u. menyampalkan saran dsn pcrtimbangan kepada 

pimpinan baik tisan maupun tcrtuhs berdasarkan 
kajian e.go.r kegiatan berjalan lancar serts unruk 
rnenghindart pcnyimpangan; 

v, mclaksanakan rugas kedin«S.1:1.n lain da.ri pimpman 
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Oaerah. 
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a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 
kegiatan Bagian Umum bcrda.sarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaao 
tu gas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan dan 
kompctensinya serta memberikan arahan baik 
secara Hsan maupun tert.ulis guna kelancaran 
petaksanean tugas; 

c, melaksa.nakan koordinasi dan konsultasi dcogan 
instansi tcrkatt baik vcrtikal maupun horizontal 
guna sinkronisasi dan harmontsasi petaksanaan 
cu gas; 

d. mcnelaah dan mengkaji peraturan pcrundang· 
undangan sesuai Iingkup tugasnya sebagat bahan 
atau pedornan untuk melaksanakan kegiatan: 

c. melaksanakan pernbinaan. pengawasan dan 
pengendalian kegiaten di "Bagran urnum seauai 
peraturan perundang-undangan agar kmerja Bagian 
Vmum mcncapai target yang tclah ditctapkan; 

f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalom pcnyelenggf,lraan kegiatan Bagian Umum agar 
diperoleh hasil kerja yang oprimal; 

g, menyclenggarakan pengclolaan ketatausahaan 
Pirnpinan Oacrah, Sekretariat Daeeah, dan Staf Ahli 
Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

dengan Adrnlnistrasi Umum yang berkaitan 
rugasnya. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ('2) den ayat (3), Kepala Bagian 
U.rnum rnempunyai rincian tugas : 

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Bagian Umum rnempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

tata usaha pimpinan, sta! ahli dan kepegawaian, 

kcuangan, rumah tangga dan perlengkapan; 

b. penyiapan bahan pelnksanaan pernamauan dan 
evaluasi di bidang tare usaha pimpinan, staf ahli dan 
kepegawaian. kcua..ngan, rumah tangga dan 
perlcngkapan; dan 

c. pelaksaaan rungsi lain yang diberikan oleh Astsien 
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pelaksanaan kegiatan Bagian Omumdengan cara 
mengukur penoapaian program kerja yang tetah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 

C1Jaluasi clan pemantauan q. meJaksanakan 

h. menyelcnggarakan kegiatan rumah tangga dan 
perlengkapan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah dan pegawai di 
lingkungan Sekretariat Daer ah; 

i, mengoordinasikan pengadaan barang dan jasa 
untuk keperluan Sckretaria1. Daerah serta 
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset udak 
berwujud dan barang persediaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undengaru 

j. menyelenggarakan pengelolaan kebersihan, 
pcrt.omanan, dan persampahan di lingkungan karuor 
bupati, wakil bupati, dan sekretariat Daerah agar 
tercipta lingkungan kerja yang bersih, rapi, asri, dan 
nyaman; 

k. menyelenggarakan fasilitasi kunjungan kerja dari 
instansi/pemerintahan daerah lain sebagai tarnu 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketcntuan yang 
berlaku; 

1. melaksanakan pcmbinaan, --pengawasan, dan 
pcngendalia.n fungsl-Iungs! menaiemcn administroei 
perkantoran agar terwujud pc)ayanan prima; 

m. mcnyetenggarakan pernbtnaan dart layanan 
administrasi kepcgawaian di ling.kungan Sckrcu1riat 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

n. menyelenggarakan dan mengelo!a adrninistrasi 
keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

o. menyelenggarakan pembinaan administrasi 
keuangan di lingkungao Sckretanat Dacrah mcliputi 
penyusunan dan perencanaan anggaran. 
penatausahaan keuangan, pembukuan, akuntansi, 
pelaporan, serta verifikasi surat 
pertanggung)awaban (SPJ) keuangan sesuai dengen 
peraturan pen:mdang-undangan; 

p. mengcnda.likan dan .mengevahaaei penyetapan 
anggaran Sekretaria\ Daerah dengan cars 
membandingkan laporan perkcmbangan realisasi 
'belanja dengan rencana pernbiayaan yl;lng 
ditetapkan sebelumnya; 
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Bagian Kedua 

Bagjan Organisasi 
Pasal 26 

(1) Bagian Organiaasi clipimpin oleh Kepala Bagian yang 
berkedudllknn di bawan dan bertanggung jawab kepada 
Asisten AdminisLtasi Umum. 

(2) Kepala Bagian Organisasi sebagaimana dimal<sud pada 
ayat (l ), mempunyai tu gas melaksanakan sebagian 
tugas Asisten Administrasi Umum dalarn meJaksanakan 
penyiapan perumumas kebijakan daerh, pengoordtnaslen 
perumurnasn kebijakan daerah, pcngoordinas1an 

a. Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, St.al Ahli dan 
Kepegawainn: 

b, Sub Koordinator Keuangan; dan 
c. Sub Koordinator Rumah Tangga clan Perlengkapan. 

(3) Sub koordinator sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kcpada Asisten Adminisrrasi Umum 
mclalui Kcpala Bagian Umum. 

Pasal 25 

ill Susunan Orgarrisasi Bagian Umum sebagaimana 
dimaksud pasal 5 ayat (11 huruf d angka I, terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional yang terbagi alas tiga sub 
koordinator; 

\2) Sub koordinator, scbagaimana dimaksud pada ayat (1 l, 
terdiri atas : 

l. menya.mpaikan saran dan pertimbangan kcpada 
atasan baik lisan maupun tertulis berdesarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan bcrjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanokan tugas kedinasan lain dari pimplno.n 
scsuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. 

kepada pirnpinan 
sebagai wujud 

lanjut; 

r. melapo.rkan pelaksanaan rugas 
baik lisan maupun tertulis 
akuntabilitas dan transpa.ransi; 

s. mengevaluasi dan rnenilai prcstasi kerja bawahan 
berdasarkan saearan kerja pegawai dan pcrila,ku kerja 
sesuai ketenruan dalam rangka peningka.tan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 
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a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 
kegiatan Bagian Organisasi berdasarkan peraturan 
pcrundang-undanga.n dan hasil evaluasi kcgia.tan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas: 

b. mernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetenslnya serta membertkan arahan baik 
sccara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
peleksanaan tugas; 

Asisten 
dengan 

yang diberikan oleh 
yang berkaitan 

f. pelaksaaan fungsi lain 
Adrninistrasi Umum 
tugasnya. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fung,ii sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian 
Organisasi mempunyai rincian tugas : 

rugas Pcrangkat Daerah di bidang ketembagcan dan 
analisis jabatan, pelayanan publik dan tau, laksana 
serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaiuasi 

peJaksanaao kebijakan dacrah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bida.ng kelcmbagaan dan analisis 
jnbatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 
kinerja dan reformaai blrckrasi: 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan 
admirustrasl di bidang kelernbagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata taksana serta 
kinerja dan reformasi birokrasi: dan 

pelaksanaan c. penyiapan bahan pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkal Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
kelembagaan dan analieis jabat.an, pelayanan publik den 
tat.a laksana, dan kincrja dan refcrmasi birokraai. 

\3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (2), Bagian Organisasi mempunyai tungsl : 

a. perryiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 
bidang kelembagaan den anaJisis jabatan, pelayanan 
publik dan tata laksana serta kinerja dan reforrnasi 
birokrasj; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana 
serta kinerja.dan rcformasi birokrasi; 
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c, melal<sanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkaic baik vcrti.ka1 maupun horizontal 
guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaen 
tu gas; 

d. menelaah dan rnengkaji peraturan perundang 
undangan di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 
kinerja clan reformasi birokrasidan regulasi sektoral 
lainnya scbagai bahan perumusan kebijakan teknis 
acrta pcdoman pelaksanaan tugas; 

e. mcnyiapkan bahan perurnusan kcbijakan daerah di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, petayanan 
publik dan tata laksana serta kinerja dan rcformasi 
birokrasi; 

r. menyiapkan bahan pengoordinasian perurnusan 
kebijakan daerah dt kelcmbagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik clan tata lnksana serta 
kincrja dan reformaei birokraai; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bideng kelembagoan dan 
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana 
serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaiau 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis 
Jabatan, pelayanan publik dan tata laksana sorta 
kinerja dan reformasi birokrasi; 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan 
administrasi di bide.rig kelembagaan dan anabsrs 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 
kinerja dan reforrnasi birokrasi: 

j. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOPJ 
dalam penyelenggaraan kegiatan Bagian Organisasi 
agar diperoleh hasil kerja yang optimal: 

k. mengcndalikan dan mengarahkan kcgiaran fasilitasi 
dalarn rangka pcmbahasan bersarna dengan unit 
kerja/ Perangl<at Daerah tcrkait, guna sinkronisasi 
dan harmonisasi rumusan kebijakan bidang 
kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, pendidikan, 
dan pelatihan; 

I. melaksanakan kajian dan evaluesi berkaitan bldang 
kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, pendidikan, 
dan pelatihan scbagai pedoman/dan pertimbangan 

so 



I\ 

n. mclaksanakan pengkajian keternbagaan perangkar 
daerah serta usulan pcnggabungan, pernekaran, 
pembenrukan, dan penghapusan unit kerja atau 
crganisasi pernngkat daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

o. menyclengara.kan pcnyu,unan ank.lisis jabntan, 
analisis beban kerja, evaluasl jabatan, prom 
kelembagaan perangkat daerah, evaluasi 
kelembagan, standar kompetensi jabatan sesuai 
peraturan perundang-undangan: 

p. menyclenggarakan penyusunan Orand Design 
Reformasl Birokrasi, Road Map Rcformasi Birokrasi, 
seria Laporan Kinel')a tnstans! Pemertntah (LKJIP) 
berdasarkan bahan dari masing-rnaalng organisasl 
perangkat daerah sebagni wujud akuntabihtas 
penyclcnggaraan pemcrlntahan Kabupiilcn Kendal, 

q. menyclenggarakan pengkajian pendayagunaun, 
kedisiplinan, peningkatan dan penilaian kincrja 
aparatur berdasarkan peraturan perundang 
undo.ngan sebagai bahan pengambllan kcbijokan 
pimpinan; 

r. menyelcnggarakan penyusunan pedoman taia 
naskah dlnas, pakalan dinas, jam kcrja, mctode kerja, 
prosedur kerja, pola hubungan kerja, standar 
pclayanan, Standar Operaaional Prosedur (SOP!, 

Peta Proses Bisnis serta in,urumcn petavanan publiJ< 
seeuai dengan peraturan perundengundnngan; 

s. mengendalikan dan mengevalua•i penyerapan 
anggaran Bagjan organlsas: dengan cara 
rnembandingkan laporan perkcmbangan reali58si 
belanjo dengan rencana pernbisyaan yang 
ditetapkan sebelumnya; 

l, mcngcvaJuasi pelaksanaan kegiatan Bugian 
Orgamsael dcngan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah dlsusun untuk bahan 
Iaporan kepada pimpinan dan kcbijaken tindak 
lanjut; 

u. rnelaporkan pclaJcs:anaan tugae kepada pimpman 

m. menyelenggarakan pcmantauan dan evaluasi 
pelaksanaan urusan pcmerimahan yang 
dilaksanakw, oleh Perangka; Dacrah bldang 
kearsipan dan perpustakaan serta bidang 
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; 

dalam pengambilan kebijakan/kcputusan; 
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Bagian Ketiga 

Bagian Protokol dan Kornunikasi Pirnpinan 

Pasal 2S 

(l) Bagian Protokol dan Komunikasl Pimpinan dipirnpm 
old, Kepala Bagian yang berkcdudukan di bawah dan 
bcnanggung iawab kepada Asisten Administrasi Umurn 

(2) Kepala Ba.gian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
sebagaimana dimaksud pada ayaL ( l ), mcmpunyai tu gas 
melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi 
Umurn dalam mclaksnnakan penyiapan pelakaanaan 
kcbijaka:n, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemaruauan dan cvah .. iasi 

Pasal 27 

( L) Susunan Organisaai Bagian Organisasi sebagaimana 
dlrnaksud pasal 5 ayat (I) huruJ d angka 2, terdiri aras 
kelompok jabatan Iungsional yang ierbagi atas rlga sub 
koordinator; 

(2) Sub koordirtator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas : 
a Sub Koordinator Kelcmbagaan dart Analisi» Jabalan; 

h. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; 
clan 

c. Sub Koordinator Kincrja dan Reformasi Bir'okrasi. 

(31 Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bcrteoggung jawab kepada Asistcn Adm.inll\trasi Umum 
rnelalui Kepala Bagian Organisasi. 

baik lisan maupun rertulis sebagel wujud 
akuntabilites dan transparansi; 

v. mengevaluasi dan menilai prestasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai da.n perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
atasan baik lisa.n maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan [arrear 
serta untuk menghindari penyirnpangan; dan 

x, melaksanakan tugas kedinasan lain dart pirnpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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tugasnya. 
(4) Unruk melaksanakan rugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian 
Protokol da.n Komunikasi Pimpinan mempunyai rincian 
tugas : 
a. rncrumuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegiatan Bagi.an Procokol dan Kornunikasi Pirnpinan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
basil evaluasi kegiaton tahun sebelumnya sebaga! 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kornpetcnsinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas: 

c. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkeit baik vertikal maupun horizontal 
guna sinkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan 
tugas: 

d. mcnelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan di bidang protokoJ, komunikasi pimpinan 
den dokumentasi pimpinan dan regulasi sektoral 
tainnya sebagal bahan perumusan kebijakan teknis 
ecrta pedoma.n pelaksanaan tugas; 

e. monyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
protokol, komunikasi pimpinon, dan dokumentesi 
plmpioan; 

f. menyiapkan bah.an pengoordinasian pelaksaneen 

Asisten 
dcngsn 

d. pelaksaaan Iungsi lain yang dibcrikan oleh 
Adm.inistrasi Umum yang bcrkatran 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, 
komunlkasi pimpinan, dan dokumcntasi pimpinan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bagian Protokol dan Kornunikasi 
Pirnpinan mempunyai fungsi : 
a. pcnyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi 
pimpinan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
iugas Perangkat Daerah di bidang protokol, 
komunikasi pirnpinan, dan dokumentasl pimpinan; 

c, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah rerkait prOlokol, 
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan: 
dan 

53 



6 

Kepala Subbagian 
bertanggung jawab 
dan Kornunikasl 

(l) Subbagian Protokol dipimpin oleh 
yang bcrkedudukan di bawah dan 
kepada Kepala Bagian Protokol 
Pimpinan. 

(21 Kepala Subbagian Protokol sebegaimana dimaksud pada 
ayat \ 1 ), mempunyru rugas mclaksanakan scbagian 
tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
dalam penyiapan bah-an pcrumusan kebijakan ieknis, 
pengoordinasian, pcmbinaan, pcngawasart, 
pengendalian. pengclolaan, fasilitasi, cvaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang protokol. 

Paragraf l 

Subbagian Protokol 

Pasal 29 

m, melakaanakan tugas kedinasan lain dari pm,pinan 
sesuai dengan cugas dan fungsinya. 

kepada pimpinan 
sebagai wujud 

J, mclaporkan pelaksanaan rugas 
baik lisan maupun tertulis 
akuntabilitas dan transparansi; 

k. mcngevaluasi dan menilai prestasi l<erja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kcrja 
seauai kctcncuan dalam rangka peningkatan karir. 
pemberian penghargaan dan sanksi: 

I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksenaan kegiatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

tugas Perangkat Oaerah di bidang protokol, 
komunikasi pimpinan, dan dokumcntasi pirnpinan; 

g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, 
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi punpinan: 

n. mengendalikan dan mengevaluasi penycra.pan 
anggarnn Bagicn Protokol dan Kornunikasi Pirnpinan 
dengan earn mcmbandingkan laporan 
perkembangan realisaei belanje dengan rencana 
pembiayaan yang ditetapkan sebe\umnya; 

,. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Protokol 
dan Komunikasi Pimpinan dcngan cara mengukur 
pencapaian program kcrja yang telah disusun untuk 
bahan laporan kepada pimpinan dan kebijakan 
tindak lanjut; 
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(3) Untuk melaksanakan iugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Subbagian Protokoi mernpunyai 
rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 

Protokol berdasarkan peraruran perundang 
undangan dan hasil evaloasi kegiatan tah,m 
sebelumnya scbagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mcnjabarkan perint.ah pimpinan rnelalui pengkajian 
permasaJahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelak,anaan tugas berjalan cfektif dan efisien; 

c. mcmbagi rugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya sorta membcrikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. meiaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
Instansi terkait bo.ik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka stnkronieasi dun harmcnisasi 
pelaksanaan tugas; 

c. menelaah dan mengkaji peraruran perundang 
undang.an sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedcman untuk rnelaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk teknis, 
petunjuk pelaksana.an, dan naskah dlnas scauni 
lingkup t:ugasnya guna mendukung kelancara n 
pelaksanaan kegiat.an; 

g. melaksanakan tata protokoler dalam rangka 
penyambutan tamu pemerintah daerah; 

h. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau Iasilitasi 
keprotokoian; 

i. menyiapkan bahan informasi acara dan [adwal 
kegiatan Bupati dan \Vakil Bupati; 

J· menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah 

Daerah; 
k. melaksanakan koordinasi dan Iasilltasi keglatan 

Bupati dan Wakil Bupati, termasuk menyiapkan 
konsep naskah dinas yang berkaitan dengan 
kegiacan Bupatl dan Wakil Bupati, aruara lain 
seperti izin Bupati dan \Vakil Bupat.i dalam hal 

berhalangan menghadiri kcgiatan/rapal di Daerah, 
tingkat provinsi, dan tingkat pusat. 

l. menyusun kcnsep Standar Dpcrasional Prosedur 
(SOP) keglatan pada Subbagian Protol<ol untuk 
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Paragraf2 

Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pirnpinan 
Pasal30 

(I) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pim pi nan 
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bcrkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan .. 

(2) Kepala Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi 
Pim pi nan sebagaimane dimaksud pada ayat ( l ), 
mempunyai tugaa melaksaoakan sebagian tugas 
Kepala Bagjan Protokol dalam penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasinn, 
pembino.an, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilltaai, evaluasi, dan pclaporan kegiatan di nldang 
komunikasi dan dokumentasi pimpinan. 

13) Untuk meloksanakan rugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Subbagian Komunikasi dan 
Dokumenrasi Pimplnan mcrnpunyai rlncian tugas: 

a. m.enyusun renc.a.na dan program kcgiatan 
Subbagian Komunikesi dan Dokumemasi 
Pirnplnan berdasarkan perat.uran perundang 
undangan dun hasil evaluasi kegiatan rahun 
sebelumnya sebagai pedornan pelaksanaan rugas; 

b. menjabarkan pcrintnh pirnplnan melalui 
pengkajian permasalaJ1an dan pereruran 

peningkatan kualitas pe)ayanan publik: 
rn, melaksanakan pcmantauao dan evaluasi kegiatan 

Subbagian Protokol dengan eara mengukur 
pencapaian program kerja yang relah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

n. mengevaluasi dan mcnilai prestasl kerja bawahan 
bcrdasarkan saearan kerja pegawai dan pcrilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

o. mcnyusun la-poran pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas da n 
rransparansi pelaksanaan kegiaran; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpioan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan rugas kedinaean la.in dari pi:mpinan 
sesuai dengan tugas dan !ungsi unn kerjanya. 
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pen..mdang·undangan agar pcJaksanaan tugas 
berjalan erektif dan efisicn: 

c. membagi tugas bawnhan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya serta membcnkan arnhan bail< 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan rugas; 

d. melaksannkan koordinasi dan konaultasi dcngan 
insU\nsi terkait baik vcrtikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, eerra 
dalam rangka sinkronisasi dan harmoni sa si 
pelaksanaan ~ugas; 

e. rnenelaah dan mcngkaji peraturan perundang 
undangan eesuai lingkup rugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk rnetaksanakan kegiatan: 

r. menyiapkan bahan penyUsunM petunJuk reknls, 
petu.njuk pctekennaan. dan nasknh dinas seauai 
lingkup rugasnya guna mcndukung kelancaran 
pelaksanaan kcgiatan; 

g. mcnjalin hubungan dcngan berbagai pihak terkait 
pelaksanna.n rungsi juru blcara pimpinan daerah; 

h. mcmberi masukan kepada plmpinan daerah 
tent.ang penyarnpaian informasi tertenru, 

i. mernberikan informasi dan penjetasan kepada 
p:hak·pihak terkait sesuai dengan kcbut"Uhan dan 
atau atae arahan pimpinnn; menghlmpun dan 
mengolah informasi yong yang bereifat pentina dan 
mcndesak sesuai kebutuhan Kepale Dacrah dan 
Wakil Kcpala Dacrnh; 

J. menyiapkan dan menggandakan bahan mntcn 
ropat; 

k. menyiapkan dan mcnggandakan bohan materi 
kebijakan; 

I. mcnyusun naskah sambutan dan pidato Bupati 
dan WakiJ Bupali. 

m mendokumcntasikan kegiatan Bupati dan \Vakil 
Bupati; 

n. menyusun ncnnensi rapat Bupati dan Wal<il 
Bupati; 

o. dihapus. 
p. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 

(SOP) kegiatan pada Subbagian Komunikasi dan 
Dokumentaai Punpman untuk pcningkatan 
kualltas pelayanan publik: 

q. melaksanakan pemarueuen dan evalua"i kegiatan 
Subbagiait Komumkas! dan Dokumentasi 
Pi.mpina.n dencan cara mcngukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk buhan 
laporo.n dan kebijakan lindak lanju1: 
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Pasal 32 

(l) Star Ahli Bupati berasal dari Pegawai Ncgeri Sipil yang 
diangkat dan diberhcntikan oleh Bupnti yang memenuhi 
persyaratan scsuai dengan kerenruan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Persyaratan sobagaimana dimaksud ayat ( I) yaitu 
mernperhatlkan pengalaman dan pengayaan dalam 
jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapari, 
kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertenru. 

(3) Staf Ahli Bupati rnerupa.kan Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama. 

(4) Staf Ahli Bupati berkcdudukan bcrada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati dan secers 
administratif dikoordinasikan oten Sekretaris Daerah. 

BAB VIII 

S'l'AF AHLI BUPATI 
Pasal 31 

(1) Staf Ahli Bupati adatah unsur pembantu Bupati yang 
mempunyai rugas memberikan rckomenda.si terhadap 
isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesual dengan 
keahliannya. 

(2) Staf Ahli Bupati dapat mewakili Pemerintah Dacrah 
dalarn pertcmuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di ungkat 
internasional, nastonal, provinsl den kabupaterr/ kota 
dengan menyesuaikem kebutuhan dan kemarnptian 
keuangan dacrah.. 

r. mengevaluasi dan rncnilai prestasi kerja l)awahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
k-erja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
u-ansparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyamprukan saran dan pcrtimbangan kepada 
pimplnan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpan~an: dan 

u. mc1aksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan 
sesuai dcngan tugns den fungsi unit kcrjanya. 
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Pasal 35 
(1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 33 ayat (I) huruf b dilakukan untuk : 
a. men um buhkan rasa kebersamaan dan kemirraan 

dalam melaksanakan be ban kerja dan tanggung jawab 
bagj peningkatan produktifitas dan kinetjaj dan 

Pasal34 

( l) Hubungan kerja konsultatif sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 33 ayat (11 huruf a. dilakukan untuk 
mcnyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan kewenangan Staf Ahli Bupati. 

(2) Hubungan kerja konsultauf scbagaimana dirnaksud 
pada ayat (l) mcliputi : 
a Staf Ahli Bupati mcmberikan pendapar secera lisan 

dan/ atau tertulis kepada Pcrangkat Dae rah tcrkai t 

pcrumusan kebijakan daerah yang rnenjadi tugas 
dan kewcnangannya; 

b. Staf /\hli Bupat.i dllkutsertakan dalam pcrumusan 
kebijakan daerah; dan 

c. Star Ahli Bupa.ti mcmpcroJeh data dan informasi dari 
Perangkat Daerah dalam pcnyusunan telaahan staf. 

(3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultacif scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan rnelalui perencanaan, 
perumusan telaahan star danj atau analisis kebija.kan 
daerah , serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli 
Bupati, 

Pasal 33 

(1) Penyelcnggaraan tugas Staf /\hli Bupati dilakukan 
melalui hubungan kcrja yang meliputi: 

a. konsultatif; 

b. kolegial; 

c. fungsional; 

d. struktural; dan 
e. kocrdinatif. 

(2) Pclaksanaan hubungan kerja scbagaimana dirnaksud 
pada ayat (I) memperhatikan kcterbukaan. akuntabilitas 
dan profesional. 
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Pasal 37 

(!) Hubungan kerie struktural sebagaimana dimaksud 
dalam Pas al 33 syat ( l) huruf d, dilakukan unruk 
mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang 
antara Staf Ahli Bupati dan Pcrangkat Dserah dalam 
susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan 
fungsi secara bcrtanggung [awab. 

(2) Hubungan kerja strukcural sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I), tetap memperhatikan kerja sama yang 
terpadu, harrnonis, selaras dan komprchcnsif. 

(3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) rneliputi: 
a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Oacrah: 
b. pelaksanaan tugas yang berorie.ntasi pada upaya 

pencapaian visi dan rnisi Dacrah sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya; dan 

c, Star Ahli Bupati melalui Sekretaris Daerah dapat 
mengundang Kepala Perangkat daerah untuk 
mendapatkan informasi sebagai bahan analiais 
kcbijakan Daerah. 

Pasal 36 
(1) Hubungan kerja Iungsicnal sebagaimana dimaksud 

dalam Paoal 33 ayat ( l) huruf c, dilakukan untuk 
·mcmberikan peran substansial secara lungaicnal dalam 
melal<sanakan tugas star Ahli Bupati dengan Perangkat 
Daerah. 

(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuat dengan 
kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan 
tugas Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah. 

ke bersamaan dan 
struktural yang 

hubungan struktural 

b. mengernbangkan semangar 
mengontrcl otoritarianisme 
umurnnya berkcmbang dalam 
yang cenderung terpusat, 

(2) Hubungan kerja kolegial dapat clilakukan dengan 
mcngutamakan rnusyawarah dan tanggung jawab 
bersarna. 
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Paoal 39 
(1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekrcts.ris Dacrah, 

Asisten, dan KepaJa Perangkat Dacrah dilakukan 
dengan cara mclakukan dukungan kcbijakan dao 
administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan 
pclatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi, 

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {I), 
menghasilkan antara lain berupa tcJaahan staf dan 
intervcnsi kebijakan. 

e. pembentukan gugus kcrja/tim kerja yang 
melibatkan berbagai instansi terkait; dan 

r. keikutsertaan dala.m kcgiatan penelitian dan 
pengembangan. 

darl berbagai 
mclalui rapat 

d. pengintegrasian rencana program 
instanai, lernbaga dan organisasi 
koordinasi; 

Pasal 38 

(!) Hubungan kerja koordinatif scbagaimana dimaksud 
dalam Paset 33 ayat (l l huruf e, dilaksanakan untuk 
pengernbangan hubungan kcrja secara strukrural dau 
menumbuh kernbangkan semangat kolegial yang 
sincrgis, terpadu dalam penanganan dan penyclesaian 
tugas SW Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah. 

(2) Bupati dapat mcminta pertimbangan Staf Ahli Bupatl 
dan. perangkat dacrah secara kocrdinatif scsuai rugas 
fungsi. 

(3) Hubungan kerja koordinatlf dilaksanakan untuk 
menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli 
Bupari dengan Perangkat Dacrah. 

(41 Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh Sta! i\hli Bupati dan 
Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum 
koordinasi melalui kegiatan: 
a. keikutsertaan dalarn penyusunan pembahasan 

peraruran daerah dan peraturan kepala daerah; 

b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah 
daerah terkait dengan perencanaan, pclaksanaan. 
pengawasan dan evaluusi penyelenggaraa.n 
pemcrintahan; 

c. pcnyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja 

Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi; 
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Bagian Kesatu 

Staf Ahli Bidang Pcmcrintahan, Hukum, dan Politik 

Pasal 41 
(1) Staf Ahli Bidang Pernerintahan. Hukurn, dan Polilik 

adalah unsur pembanru Bupati yang mempunyal 
rugasmcrnberikan rekornendasi terhadap Isu .. isu 
straeegis kepada Kcpala Dacrah mcngenai bidang 
pernerintahan, hukurn, politik, 

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Staf Ahli Bideng Pcmenntahan, Hukum, 
dan Politik mernpunyai fungsi 
a. penyiapan bahan kajian terhadap isu-isu straregis 

mengenai bidang pemerintahan, hukurn, dan politik; 

b, pelaksanaan kegiatan telaahan dalam rangka 
perumusan dan pcmberian rekomeodasi terhadap isu 
lsu stratcgis mengenai bidangpctnerintahan, hukum, 
dan politik; dan 

c, melaksanakan tmervensl kebijakan Daerah d! 
bidang pernerintahan, hukum dan politik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan lungsi sebagairnana 
dimaksud pada ayat \1) dan ayat (2), Staf Ahli Bidang 
Pemcrintahan, Hukum, dan Politik mempunyal rincian 
tugas: 
a. merumuskan dan menetapkan rencene dan program 

kcgiatan Staf AhH Bupati Bidang Perncrintahan. 
Hukurn, dan Politik berda&arkan peraruran 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan metatui pengkajian 
pcrmasalaha.n dsn peratura.n perunda.ng·undangan 
agar petaksanaan rugas berjedan cfoktif dan cfisien; 

c. rnelaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat 
Daero.h mela.lui Sekrerar-is oaeran dalam rangka 

Pasal 40 

Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati tcrdiri dari : 
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Jiukum, dan Politik; 

b. Star Ahli Bidang Keuangan, Pcrckonomian, dan 
Pembangunan; dan 

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarak .. tan dan Sumbcr Daya 
Manusia. 
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Bagian Kcdua 

Staf Ahli Bidang Keuangan, Pcrekonomian, dan 
Pembangunan 

Pasal 42 
(I) Star Ahli Bidang Kcuangan, Perekonomian, dan 

Pembangunan adalah unsur pcmbanru supau yang 
mempunyai tugasmemberikan rekomendasi terhauap 
isu-isu strategis kepada Kepala Daerah mengcnai 
bidang Keua.ngan-. Perekonomian, dan Pembangunan~ 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), SLaf Ahii Bidang Keuangan, 
Perekonoroittn, dan Pernbangunan rnempunyai fungsi : 

kegiatan; 
i. menyarnpaikau saran dan pcrtimbnngan kcpada 

pimpinan baik lisan rnaupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegialan berjalan Jancar serta untuk 
menghindari pcnyimpangan; dan 

J· melaksanakan tugas kedinasan iain dari pirnpinan 
scsual dengan tugas dan Iungsi Star .~hli Bupati, 

mengevaluasi pcrkembangan 
pemerintahan, hukum, dan 

bahan penyusunan 
dan intervensi kebijakon 

g. mcmenrau dan 
kegiatan di bidang 
politik sebagai 
kajian/ tclaah /laporan 
kepada pimpinan; 

h. menyiapkan dan mcnyusun laporan pelaksanaan 

kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud 
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

pengumpulan data dan penyiapan bahan 
penyusunan kajian/ teiaah sesuai bidang rugasnya: 

d. melaksanakan pengkajian dan telaah permasalahan 
sesuai bida.ng. rugasnya da.lam rangka merumuskan 
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan 
plmpinan; 

e. melaksanakan analisis sesuai bidang rugasnya 
secara berkala baik diminta maupun tidak dimintu 
oieh Bupati sebagai bahan pcrumusan kebijakan; 

f. mernberikan saran dan pertirnbangan dalarn 
kegiatan rapat-rapat perumusan kebljakan telmis 
atau penyusunanrancangan produk hukum yang 
disclenggarakan oleh Perangkat Oaerah; 
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pcnyusunan 
kebijakan 

perkembangan 
hukum, dan 

g, memantau dan mengevaluasl 
keglatan di bidang pernerintahan. 
politik sebagai bahan 
kajian/ tclo.ah/laporan dan lntervcnsi 
kepada pimpinan; 

kegiatan tahun scbelumnya sebagai pedoman 
pclaksanaan tugas; 

b, menjabarkan pcriruan pimpinan rnelalui pengkajian 

permasalahan dan pcraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien: 

c. melaksanakan koordinasi dengan Kcpala Perangkat 
Daerah metalui Sekretaris Daerah dalam rartgka 
pengumpulan data dan penyiapan bahan 
penyusunan kajian/ telaah sesual bidang tugasnya; 

d. mclaksanakan pengkajian dan telaah permasalahan 

sesuai bidnng uigasnya dalam rangka mcru.muskan 
rekomcndasi sebagat bahan pcrtimbangan kebijakan 
pimpinan: 

e. melaksanakan anelisis sesuai bidang rugasnya 
secara berkala baik diminta maupun tidak diminta 
oleh Bupati scbagai bahan perumusan kebijakan; 

r. memberikan saran dan pertirnbangan dalam 
kegiatan rapat-rapat perumusan kcbijakan teknis 
atau penyusunan rancangan produk hukum yang 
diselcnggarakan oleh Perangkat Daerah; 

[3) Untuk melaksanakan rugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat. ( l) dan ayat (2), Staf Ahli Bidang 
Keuangan, Perekonomian, dan Pcmbangunan 
mernpunyai rincia.n tugas: 
a. merurnuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegiaian StaJ' Ahli Bupati Bidang Keuangan. 
Perckonomian, den Pembangunan berdasarkan 
peraturan pcrundang-undangan dan haeil evaluasi 

a. penyiapan bahan kajian ierhadap Isu-isu stratcgis 
mengenai bidaog Kcua:r,gan, Perekonomia.n, dan 
Pembangunan; 

b. pelaksanaan kegiatan relaanan dalam rangka 
perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap isu 
isu errategis mengenai bidangKeuangan, 
Perekonomian, dan Pembangunan; dan 

c. melakaii.nakon intervensi kebijakan Daerah di 
bidang Keuangan, Perekonomian, dan 
Pcmbangunan.. 



Bagian Ketiga 

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan 

Surnber Daya Manusia 

Pasal 43 
Ill Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia adalah unsur pembantu Bupati yang 
mempunyai rugasmemberikan rekomendasi terhadap 
isu-isu strategis kepada Kepala Daerah mengenai 
bidang KemasyarakaUlil dan Sumber Daya Manus1a. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l), Staf Ahli Bidang Kemasya,·oka-tan dan 

Sumber Daya Manusia mempunyai rungsi ~ 
a. penyiapan bahan kajian tcrhadap isu-Isu strategis 

mcngenai bidang Kemasyarakacan dan Sumber Daya 
Manusia; 

b. pelaksanaan kcgiatan tclaahan dalam rangka 
perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap 

isu-isu strategis mengenai bidang Kcmasyarakutan 
dan Sumber Daya Manusia:; dan 

c. melakeanakan intervensi kebijakan Oaerah di 
bidang Kcmasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

(3) Untuk mela\.<sanakan rugas den fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), $taf Ahli Bidang 
Kcmasya.rakatan dan Sumber Daya Manusia 
mempunyai rtnclen tugas: 
a. merumuskan dan menetapkan rt:ncana dan program 

kegiatan Staf Ahll Bupati Bidang Kemasyarolrntan 
dan Sumber Daya Manusla berdasarkan peraturan 
pen.tt1dang-undangan clan has:it evaluasi kcgiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman petaksanaan 
rugas: 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain da.ri pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, 

pimpinan sebagai wujud 
transparansi pelaksanaan 

kegiatan kepada 
akuntabilitas dan 
kegiatan; 

r, menyampaikan saran dan pertimbanga.n kepada 
pimpinan baik Hsan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

h. menyiapkan da.n mcnyusun laporan pelaksanaan 
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Pasal 44 

(l) Kelompok .Jabatan Pungsional pads lingkungan 
Sekretariat Daerah ditetapkan sesuai dengan 
keburuhan dan rnempunyai fungsi dan tusas bcrkattan 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABIX 
KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraruran perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektir dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat 
Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka 
pengumpulan data dan penyiapan bahan penyusunan 
kajian/telaah sesuai bidang tugasnya; 

d. melaksanakan pengkajian dan telaah permasalahan 
sesuai bidang rugasnya dalam rangka merumuskan 
rekomcndasi sebagai bahan pertimbangan kebijaka n 
pimpinan; 

e. rnelaksanakan analisis scauai bidang rugasnya 
secara ber-kala baik dirninta maupun tidak dtrninta 
oleh Bupati sebagai bahan perurnusan kebijakan; 

I. memberikan saran dan pcrtimbangan dalarn 
kegiatan rapat-rapat perumusan kebijakan teknis 
atau pcnyusunan rancangan produk hukurn yang 
disetenggarakan oleh Perangkat Daerah; 

g. memanlau dan mengevaluasi perkembangan 
kegiatan di bidang pernerintahan, hukum, dae 
politik sebagai bahan penyusunan 
kajian/telaah/Japoran dan intervensi kebijakan 
kcpada pimpinan; 

h. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan kepada pirnpinan sebagai wujud 
akuntabilitas dart tranaparansi pelalosanaan 
kegiaran; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pirnpinan baik lisan rnaupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjaJan lancar serta untuk 
rnenghindari penyimpangan; dan 

J. mclaksanekan tuges kedinaean lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Stai Ahli Bupati, 
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Pa.al 46 
( l) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya 

secara individu dan/al.au berkelompok. 
(2) Pelaksanaan Iunget dan uigas secara bcrkelompak 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 dengan 
membentuk Tim Kerja. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayai (2) dapat 
beraaal dari .Jabacan Fungsional sejenis atau berbagai 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional 
Pasal 45 

(!) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan ketcrarnpilan tertentu. 

(2) Selain melakaanakart (ungsi clan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat 
diberikan tugas tambahan sebagai SUb Koordinator 
yang dalam menjalankan rugasnya bckerja secara 
individu dan/atau tim kcrja. 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu sesuai peraturan 
perundang·undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
sekrctarls Daerah, Kepala Bagion yang mcmiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas 
.Jabaten Fungsional. 

(3) Kclompok .Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
PeJabal Pungsional jenjang keterampilan dan jenjang 
keahlian. 

(4) Jumlah., jenis, clan jenjang Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud -pada ayat (!), ditentukan 
berdasarkan hasil anallsis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan .Jabaian 
Fungsional sebegalmana dimaksud pada ayat (1 l sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fimgsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan scsuai 
kctcntuan peraturan perundang~unda..ngan. 
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BABX 
TATA KERJA 

Pasal48 

(1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada ketentuan pcraturan pcrcrndang 
undangan. 

(2) Oalam metaksanakan tugas setiap pimpinan uni; 
organisasi dan kelompok jabatan fungsional w:tj,b 
menerapka.n prinsip koordinasi, lntegrasi dan 
sinkro·nisasi baik dalam lmgkungan masing .. masing 
rnaupun antar Saluan organisasi di 1ingkungan 
pemerintah dacrah serta instansi lain di luar 
pcrnerintoh daerah sesuai dengan rugas masing 
rnasing. 

(3) Setiap pimpi.nan unit organisasi wajib mcngawas! 
bawahannya masmg .. masing. 

{4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (3) terjadi pcnyimpangan, 
-pimpinan unit organisasi mcogambii tangkah-Iangkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan, 

(5) Setiap pimpinan unit organiaasi bertanggung jawab 
mcmimpin dan mengoordinasik€1.n bawahan rnasing 
masing dan memberikan bimbingan serta peumjuk bagi 
pelsksanaan tugas bewahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kcpade 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk 
me min ta Iaporan kepada pejabat fungsional dan/ a tau 
Kerua Tim di lingkungan unit kcrjanya. 

Pasal 47 

( l) Pcjabat Fungsional melaporkan pclaksanaan rungs, clan 
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit 
organisasi. 

latar belakang komperens! yang ada pads Perangkat 
Daerah tersebut atau dari luar Perongkal Daerah. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pado ayat \2) 
berasal dari unil organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dirnaksud pada 
ayat \2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, 
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.Jabaian Sekretaris Daerah, Star Ahli, Asisren, Kcpala 
Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan F'ungsionul di 
lingkungan Sckret.a.riat Oaerah diangkat dan diberhentikan 
oleh Peja.baL yang benvenang scauet dengan peraruran 
perundang·undangan. 

Pasal 51 

BABXl 

KEPEGAWATAN 

Pasal 50 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan 
kcpegcwaian berdasa.rkan kctern.uart peraturnn perundang 
undangan. 

Pasal 49 

(I) Pada unit kerja tungsional ctitunjuk Sub Koordinator 
untuk pelaksanaan rugas dan pengelolaan kegiatan 

('2) Sub koordinator sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabal 
fungsional yang ditunjuk. 

(3) 'l'ugas sub koordinator adalah mernbantu Sekretaris 
dan Kcpala Bagian dalam mcnyusun pcrcncanaan , 
petaksanean dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 

(4) Pada pejabat pcngawas yang tidak disetarakan, maka 
tctap melaksanakan tugasnya pada unit kerjanye 
rnaaing-rnasing. 

atasan masing-masing serta menyiapkan laporan 
bcrkala tepat pada waktunya. 

(7) S.etiap laporan yang diterirna oleh pimpinan unit 
orgenisasi dari bawahannya. wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan uncuk pcnyusunan 
laporan lebih lanjut serta untuk membcrikan perunjuk 
kepada bawahan. 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain 
yang secara rungsional rnernpunyai hubungao kerja. 

(9) Dalam melakaanakan pengendalian kegiatan, sc;t1ap 
pirnpinan unit organisasi bescrta bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 
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Pasal 55 
Pcnunjukan Sub Koordinamr scbagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 53 dan Pasal 54 disamping mempcrhatikan 
kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga 
mempcrtimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian 

Pasal 54 

(1) Dalam hal terjadi kekoecngan Sub Koordinator, 
Sekrctaris Daerah rnenunjuk Sub Koordinator yang 
diutamakan berasal dari Pcjabat Fungsional di 
lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Sekretariat Daerah tidak 
terdapat pejabat tungsional, maka Sckretaris Daerah 
menunjuk Pelaksana Senior scbagal Sub Koordinator 
berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Sekretaris Daerah akan menunjuk Sub 
Koordinaror yang berasal dari luar lingkungan kerjanya, 
maka dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang 
menangani urusan kepcgawaian. 

BAB XII 

KETENTUAN l.AIN-L'\IN 

Pasal 53 
( L) Untuk mcnunjang tugas dan rungsi Kepala Bagian 

ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 
Fungsional. 

(2) Sub Koordinaror sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dirunjuk oleh Sekretariat Daerah dengan 
mendayagunakan Pcjabat Fungsion.al sesuai dengan 
kompetensi yang bersangkutan. 

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayar (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris 
Daerah. 

(I) Sekretariat Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah 
dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jcnis jabatan 
nparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
diperinci per 1 (Satu) tahun berdasarkan prioritas 
kebutuhan. 

Pasal 52 
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BAB XIII 
KETENTUAN PERAL!HAN 

Pasal 58 

(I) Pada sear Peraruran Bupati ini rnulai berlaku, maka 
Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraruran 
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 ientang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi, 
serta Tata Kerja Sekrctariac Oaerah dan Staf Ahli 
Bupati Kabupaten Kendal sebagairnana telah diubah 
dengan Pcraturan Bupatt Kendal Nomor 98 'pahun 2020 
Lenta.ng Pcrubahan Atas Pcraturan Bupati Kendal 
Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Pungsi, serta Tata Kerja 
Sekretarial Daerah dan srsr Ahli Bupati Kabupaten 
Kendal, berlaku ketentuan sebagai bcrikut: 
a. ternadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan 

penyetaraan jabatan ke datam jaba tan fungsional 
da..lam rangka penyederhanaan struktur organlsasi, 
mela:ka.anakan rugae dan fungsinya berdasarkan 
Peraturan Bupati ini; 

Pasa157 

(1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu 
Sekretaris dan Kcpala Bagian dalam penyusunan 
rencana, pelaksanaan dan pcngendalia.n1 pemantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan Jingkup rugas dan fungsi 
unlt kcrjanya masing-masing. 

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Sub Koordinator mempunyai rugas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelomp<>k 
Jabatan F'ungsional sesuai bidang tugas dan tungsinya. 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan 
penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat 
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuaJ 
peraturan J"'rundang-undangan. 

Pasal56 

Pemberhcntian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah. 

kompetenei. kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman 
penugasan, lnregritaa dan moralitas serta persyaratan 
obyektif lalnnya, 
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BAB XIV 

KETEN1'UAN PENU1'UP 
Pasal 59 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tcntang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da.n t'"ungsi., scrta 
Tata Kerja pada Sekretariat Oaerah Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupat.en Kendal Tahun 2019 Nomor 75) 
sebaga.imana telah diubah denga.n Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 74 Taliun 2019 tentang Kcdudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Dacrah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nornor 98) 
dicabut dan dinyatekan tida.k berlaku. 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
pcnyetaraa.n kc dalam jabatan tungsional terap 
melaksanakan tugas dan [ungsinya sampai dengan 
dilakukan pelantikan yang bersangkutan kc dalam 
Pejabal Fungsional; 

\2) Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, ma.kn 
Pelaksana di bawah Pcjabat Pengawas yang tidak 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsionl\l 
dalam rangka penyedcrhanaan struktur organisasi 
berdasarkan Peraturan Bupati ini, terap melaksanakan 
rugasnya di bawah Pejabat Pcngawas yang 
bersangkutan. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rnaka 
Pelaksa.na di bawah Pejabat Pengawas yang akan 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional 
dalam rangka pcnyederhanaan struktur organisasl 
berdasarkan Pcraturan Bupati m11 metaksenakan 
tugasnya dengan kerenruan scbagai berikut : 
a. Pelaksana tetap melaksanakan rugasnya di bswah 

Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan 
strukrur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati 
im; 

b. Dalam hel tclah ditakukan pcnye.derhanaan str-ukrur 
organiaaai sebagairnana dimaksud pada huruf a, 
maka Pelaksana melaksanakan cugas dibawah 
koordinasi Sub Koordinator. 
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199003 1 006 

. S . MH 

BERITA DAER.AH KABUPATEN KENDAi., TAHUN 2021 NOMOR 86 

Cap ttd 

MOH TOHA 

Diundangkan dl Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

!,EKRETARJS OAE:RAH 
KABUPATEN KENDAL, 

Dltctapkart di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

BUPATI KENDAi,, 

Capttd 

DlCO M GANINOUTO 

Pasal 60 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar seriap orang mengctehuinya. mernerintabkan 
pengunda.ngan Peraruran 81.Jpati irn dengan 
penempatannya dalarn Bert ta Daerah Kabupa ten Kendal. 

, 
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teknis, petunjuk 
rugasnya guna 

e. mcnyiapkan bahan penyusunan petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah drnas sesuai lingkup 
mcndukung kclancaran pelakeanaan kcgiatan; 

f. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka 
pembahasan bersarna dengan unit kerja/Perangkac Dacra.h terkait, 
guna sinkronisasi dan harmonisasi rurnusan kebijakan di 
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum. 
perlindungan masyarakat, administrasl kependudukun 
pencatataa sipil, perencanaan, penelitian, dan pengcrnbangan; 

perundang- undangan 
atau pedoman unruk 

d. rnenelaah dan mengkaji peraturan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
melakeanakart kcgiatan; 

1. Bagian pemerintahan 
l .l Sub t<ootdinato-r Administrasi Pemcdrttahan mempunyai tugas: 

a. rncnyusun rencana dan program kegiatan pada Kelompok 
Subscansi Admlnistrasi Pemcrintahan berdasarkan peraturan 
pcrundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelak5"naan tugas: 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkajian 
permnsalahan dan peraturan perundang·undangan agar 
petaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dcngan lnstansi 
terkan baik vcrtikal rnaupun horizontal unruk mendapatkan 
informasi, masukan, scrta dalam rangka stnkronisast 
den harmonisasi pelaksanaan tugaa; 

A. AS!STEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

TUGAS SUB KOORDIN/\TOR PADA SEKRE'l'ARJAT DAERAH 

KABUPATEN KE:NOAL 

Li\MPIRAN 1l 

PERATURAN BUPATl KENDAL 

NOMOR86TAHUN 2021 

TENTANG 
KEDVDUKAN, SUSUNAN OROANISASJ, 
TUOAS O.W FUNOSJ, SERTATATA KER,JA 
PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF 
AHLI BUPATI KABUPATEN KENDAL 
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kegiatan kepada pimpinan 
dan transparansl pelaksanaan 

q. menyusu.n laporan pelaksanaan 
sebagai wujud akuntabilitas 
kegiatan: 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghirtdari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan rugas kedina.san Jain darl pirnpinan scsuai 
dengan rugas dan fungsi unit kcrjenya, 

g. mcnyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang 
administrasi pernerirrtahan; 

h. mcnyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang 
adrnlntstrasi pemerintahan; 

i. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaks11,naan rugas di 
bidang kependuduk811 dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa 
dan politik dalam negeri, ketentraman. ketertiban urnurn 
dan p(:rll.ndungan rnasyarakat; 

I- memfasilitasi forum komunikasi pimpinan antardaerah; 

k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan: 

l. menyiapkan baban pelaksanaan pembinaen adrninistrasi bidang 
admjnistrasi pemerintahan; 

m. mcnyiapkan bahan untuk kegiatan 'pembinaan admmistmsi 
pemerintaham, penelitian Iaporan pcnyelcnggo.raan peme.tintahan 
Kecamatan dan Kelurahan, scrta peningkatan kapasitas surnber 
daya apararur Kecamatnn dan Kelurahan sesuai pcraturan 
pen.1ndang-undangao; 

n. menyiapkan bahan fasilitasi, kajian dan evaluasi, pemantauan dan 
pembinaan dalam rangka pembahasan bersarna dcngan unit kerja/ 
Perangkat Dacrah terkait guna sinkrOnisasi dan harmonisasi 
r-umuean kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman, 
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administras1 
kcpcndudukan, pencatatan sipil, perencanaan, penelitian dan 
pcngembangan. 

o. menylapkan bahan dan mcnyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur ($OP) kegiatan pada kclompok substansi Admluistraai 
Pcmerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik: 

p. mclaksanakan pemantauan dan evaluasi kcgiatan Kclompok 
Substansi Administrasi Pemerintahan dcngan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun unruk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 
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l.2 Sub Sub Koordinator Admtnistrasl Kewilayahan mempunyai tugas: 

a. mcnyusun rencana dan program kcgiatan Subbagian Adminis~ra:::.i 
Kewilayahan berdasarkan peraruran perundo.ng .. undangnn den 
hasil evaluasi kcgiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien: 

c. mcmbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kornpctcnsinya 
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pclaksanaan tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi tcrkaii 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
maeukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

e. rnenelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
hngkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiata.n; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelakaanaan, dan naskah dines sesuai lingkup tugasnya guna 
menduku.ng kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. rnelakeanakan rasilitasi dan koordinasi pembcntukan, 
pcnghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecarnatan 
dan/atau kelurahan; 

h. rnelaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan. 
kelurahan, serta nama lain dan/at:au pcmindahan ibukota 
kecaroatan; 

,. rnelaksanakan fasilitasi toponimi dan pernetaan wilayah: 

J· rncnyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan: 
k. menyusun bahan kebjjakan pelimpahan sebagian kewenangan 

Kepala Daerah kepada Camat; 

I. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan; 
m. mcnyrapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrast di bidang 

admintstrast kewi.layahan; 

n. melaksanakan pcmantl:luan dan evaluasj pelaksanaan kebijakan 
daerah bidang administrasi kcwilayahan; 

o. rnenyiapkan bahan dan menyusun konsep stander Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Administrasi Kewilayahan 
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

p. melaksanakan pernantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian 
Adrnlnistrasi Kewilayahan dengan cara mengukur pencapaian 
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1.3 Sub Koordinator Kerja sama dsn Otonomi Daerab mempunyai uigas. 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Admini.strasi 
Kewilayahan berdasarkan pcraruren pcrundang-undangan dan 
basil cvaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pclaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan per-undang-trndangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan eUsien; 

e. mernbagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan kompctensinya 
serta memberikan arahan ba.ik secara lisan maupun tertulis guna 
kclancaran pelaksanaan tugas; 

d. mclaksanakan koordtnasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal uaruk mendapatkan informasi. 
masukon, serta dalam rangka sinkrontsasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan iugas; 

c, rnenelaah dan mengkaji peraturan perundartg~undangan sesuai 
tingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
mclaksanakan kegiatan; 

I. rnenyiapkan bahan peny·usunan petunjuk teknis, petunjuk 
pclaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. mclaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan. 
penghapusan. pcnggabungan dan pemekaran wilayah kecarnaran 
dan/atau kelurahan; 

h, melaksanakan koordinasi penegasan batas dacrah, kecamatan, 
kelurahan, serta nama lain da.n/atau pemindahan ibukota 
kecarnatan: 

1. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 
j. menyiepkan bahan peneiapan kodc clan date kewilayahan; 

k. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan 
Kcpala Daerah kepada Camat; 

L rnenyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan: 

program kerja yang relah disusun unruk baban laporau dan 
kebijakan tindak lanjut; 

q. menyusun laporan petaksanaen kegiatan kepnda pimpinan sebagai 
wujud akunta.bilitas dan transpa.ransi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran. dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan rnaupun rertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
tancar serta untuk menghindari pcnyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpina.n sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan 
dcngan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dart 

kelancaran pclaksanaan f. lingkup rugasnya guna mendukung 
kegiatan: 

g. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana 
pendidikan agama dan pcndidikan keagamaan; 

m. rnenylapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 
administrasi kewilayahan; 

n. melaksanakan pernantauan dan evaluasi --pclaks.anaan kebijakan 
daeran bidang adrninistrasi kewilayahan: 

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Srondar Opcrasional 
Proscdur (SOP) kegiatan Subbagian AdminisLTasi Kewilayahan 
untuk perringkatan kualitas pclayanan publik; 

p. melaksanakan pernantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian 
Adrnlnistrasi Kewi1ayahan dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusu» untuk bahan Iaporen dan 
kebijakan lindak lanjut; 

q. menyusun lapcran pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kcgiatan; 

r. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis oerdasarkan kajian agar kegiaian berjalan 
lancar serta untuk menghindari pcmyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan sesuai dcngan 
rugas dan fungsl unit kerjanya. 

2. Bagian Kescjahteraan Rakyat 

2.1. Sub Kocrdinaror Bina Mental Spiritua I mempunyai rincian tu gas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan pada Kclompok 
Substansl Bina Mental Spiritual berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasl kegiatan tahun 
scbclumnya sebagai pedornan pclaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian perrnasalahan 
dan peraturan pcrundang-undangan agar pelaksanaan iugas 
bcrjalan efektif clan efisien; 

c, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkah 
baik vertikal rnaupun horizontal unrukrnendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 
harrnonisasi pelaksanaan tugas: 

d. menelaah dan mcngkaji peraturan perundang- undangan 
scsuai lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kcgiatan; 

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinae sesuai 
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r. mcmfasilitasi dan mcngoordinasikan kegiatan musyawarah antar 
umat beragama dan aliran kcpcrcayaan; 

s. rnengoordinasikan kegiatan rorum kerukunan umat beragama dun 
konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran 
kcpercayaan; 

1. rnelakukan koordinasi kerja sama dan konsultasi 
penanggu lengen secara dini masalah dan kasus kerukunan hid up 
aruar umat beragama dan aliran kepercayaan; 

u. melakukan evaluasi pelaksanaan kc-giatan kerukunan umat 
bcragama dan aliran kepercayaan: 

v. rncnyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi 
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan. 

w melaksanakan koordinasi dun Iaailitasi dengan pihak terkalt 
dalam penyetenggaraan ibadah haji di Daerah, 

x, menyiapkan konsep naskah do'a dalam kegiatan 
y. kcdinasan di lingkungan pernerintah Daerah; 

pelaksanaan kegiatan 
serta kerja sama antar 

p. melakukan kocrdinasi lintas sektor clan pcrt.emuan/rapat-rapat 
koordinasi di bidang kcrukunan umat beragema den serra kerja 
sama antar lembaga keagamaan; 

q. memfasilitasi dan mengoordinasikan 
kerukunan umat beragama dan aliran 
lembaga keagamaan; 

pendidikan keagamaan; 
i. menyiapkan baban koorclinasi dengan instansl terkait dalam 

rengka pengembangan sarana peribadatan, earaea pendidikan 
agama dan pendidikan keagarnaan: 

j. menyiapkan bahan penyusunan pctunjuk pelaksanaan di bidang 
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pcndidikan 
keagamaan; 

k. rncnyiapkan bahan perumbangan pemberian banruan di bidang 
sarana peribadatan. sarana penclidikan agama dan pendidikan 
keagamaan; 

I. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan rnelakukan perumusan 
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; 

m, mcnyiapkan dan mcngoordinasikan bahan pedornan pembinaan 
lembaga kcagamaan dan kerukunan umat beragama: 

n, melakukan pembinaan.Iasilitasi dan pengembangan kerja sama 
antar lcmbaga kcagam.aan dan kerukunan umat beragama; 

o. menyiapkan bahan pcngolahan data, saran, perumbangan serta 
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporsn program pernbinaan 
umat beragama dan kcrja sarna antar Jembaga keagamaan, 
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2.2. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kcgiatan Subbagian Kescjahteraan 
Sosial berdasarkan peratu.ran perundang-undangtt.n dan hasil 
evaluaai kegiatan eahun sebelurnnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas: 

b. mcnjabarkan pcrintab. pimpinan melaJui pengkajian perrnasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efoktif dan efisien: 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
balk vertikal maupun horizontal unruk mcndapatkanminformasi1 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi da.n harmonis.asi 
petaksanaan tugas; 

d, menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan 
aeeuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan unruk 
melaksanakan kcgiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuat Hngkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
pernerintah daerah di bidang eosial, kcsehatan, pcmu,ggulangan 
bencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

ee. mclaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

kegiacan kepada pimpinan 
dan transpa.ransi pelaksanaan 

cc. mcnyusun laporan pelakaanaan 
sebagai wujud akuntabilitas 
kegiaren: 

dd. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tcrtulls berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
tancar scrta untuk mcnghindari panyimpangan: dan 

z. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan irrstansi 
terkait. dalam melaksanakan kegiatan perrrbinaan dan 
pengembangan minat dan bakat bidang keagarnaan di Daerah; 

aa, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Stander Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Bina Mental Spiritual 
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

bb. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada 
Kelompok Su bstansi Bina Mental Spiritual dcngan eara mcngukur 
pencapaian program keria yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak Janjut; 
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2.3. Sub Koordinalor Kesejahteraan Masyarakat 
a menyusun rencana dan program kegiatart Subbagian 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 
pernerintah daerah di bidang tenaga kerja, transrnigrasi, sosial, 
kesehatan, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

h. rnenyiapkan bahan monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan pemeriruab daerah di biclang tenaga kerja, 
transrnigraai, sosial, kesehatan, penanggulangan bencana, 
pemberdayaan perempuan, pcrlindungan anak, pengcndalian 
pcndudukdan keluarga berencana; 

i. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang tenagakerja, transrnigrasi, sosial, 
kesehatan, pcmberclayaanpcrempuan, perlindungan anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

J· meuyiapkan bahan rasilltasi pemberian hibah dan bantuan sosial 
kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelornpok masyarakat dan 
individu atau keluarga; 

k, menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, 
Orrnas, kelompok rnasyarakat dan individu atau keluarga, 

I. Melakukan kccrdinasi Iintas sektor dan perternuanj'rapat-rapat 
koordinasi di bidang tenaga kerja, transrnigraai, sosial, kesehatan, 
penanggulangan bcncana, pemberdayaan perempuan, perlindungan 
enak, pcngendalian pendudukda.n keluarga berencana; 

m, mernfasilitae! dan mengoordinasikan kegiatan mudik gratis; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep S.tandar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial 
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan (Ian cvaluasi kcgiatan pada 
Kelornpok Substansi Kcsejahteraan Sosial dengan csra 
mengukur pcncapaian program kerja yang Lelah disusun unruk 
bahan laporan dan kebiiakan tindak lanjut; 

p. menyusun laporan pelekeanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transpararrsi pelaksanaan 
kegiatan: 

q. menyampalken saran dan pertimbangan kcpada pimpinan baik 
Iisan maupun tertulis bcrdaserkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk mcoghindari penyimpangan; don 

r. mclaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
pemerlncah daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olahrega, dan bidang pariwisata; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 
pemcrintah daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepcmudaan dan olahraga, dan bi.dang pariwisata: 

h, rnenyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijaka.n pemerincah daerah di bidang pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; 

i. mcnyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan 
la.innya; 

j. metakukan koordinasi untas sektor dan pcrtemuan/r-apat-rapat 
koordtnasi di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan 
olahraga, dan bidang pariwisata; 

k. menfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Pencegahan, 
Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gclap Narkotika 
(P4GN); 

I. menfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan 

m. suaturrehtm Bupati dengan masyarakat: 
a. mcnfasilitasi dan mcngkoordinasikan organisasi kemasyarakatan, 

kepemudaan dan keolahragaan; 
o. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep Standar Opcrasional 

Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Sllbstansi Kesejahteraan 
Masyarakat untuk peningkatan kualltas pelayanan publik; 

perundang- undangan 
atau pcdoman untuk 

d. rncnelaah den mengkaji peraturan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
melaksanakan kegtatan; 

e, rnenyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pc:lunjuk 
pclaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mcndukung kelancaran pelaksansan kcgiatan; 

Kesejahteraan Masyarakat. berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evatuesl kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pcdoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pclaksa.naan tugas bcrjalan efektif dan efisicn; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
ter-kuit baik vertikal maupun horizontal unruk mendapatkan 
informasi, rnasukan, serta da1am rangka sinkronieasi den 
harrnonisasi pelaksanaan tugas; 
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g. meneliti, rnenclaah, dan mengoreksi konsep Keputusan 
Bupati dalam bidang pemcrintahan. guna kcsempurnaan 
rnatcri dalam aspek legal drafting sesuai peraturan 

(J 

3. Bagian Hukum 
3. 1. Sub Koordinator Perundang-undangan, mempunyai rugas: 

A. menyusun rcncana dan program kegiatan Subbagian Perundsng .. 
undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasll 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan rugas: 

b. menjabarkan pcrintah pimpinan melalui pengkajian 
permaaatahan dan pcraturen perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisicn; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasl dengan instansi 
tcrkait baik vertikal maupun horizontal untukmendapatkan 
lnformasr, masukan, serta dalam rangka sinkronisasl 
dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. mcnclaah dan mengkaji pcraturon perundang- undangan 
sesuai lingl<u.p tugasnya sebagai bahan atau pcdoman unruk 
melaksanakan keglatan: 

e. mcnyiapkan bahan penyusunan petunjuk rcknie. perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup rugasnya 
guna rnendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

r. menefiti, menelaah, dan mengorcksi konsep Rancangan 
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang 
disusun dan diajukan oleh organisasi perangkat daerah 
pemrakarsa guna kesernpurnaan maseri dalam aspek legal 
drafting sesuai peracuran perundang-undangan: 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian 
Kesejahteraan Masyarakat dengan cara meng-ukut pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak Lanjut; 

q. mengevaluasl dan menilai prestest kerja oawahan berdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja scsuai ketentuan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pirnpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

s. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 
berjalan Jancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. rnelaksanakan tugas kedinasan lain dari pimplnan sesuai 
dengan tuga.s clan f1.1ngsi unit kerjanya 



evaluasi kcgiatan Subbagian 
cara mengukur pencapaian 

w. melaksenakan pcmantauan dan 
Perundang-undangan dengan 

evatuasi dan u. melaksanakan pemantauan 
pelaksanaan produk hukum daerah; 

v. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi 
Perundang-undangan unruk peningkatan kualitas pelayanan 
publik; 

pmduk hukum penyusunan pembinaan s. melaksanakan 
Dees-ah: 

t. menyiapkan baha.n admlniatraai pcngundangan clan nurentifikasl 
produk hukum daerah; 

p. rnelaksanakan harrnonisasi dan sinkronisasi produk hukum 
daerah; 

q. mcnyiapkan bahan penjclasan Kepala Daerah dalam proses 
penetapan Peraturan Daerah; 

r, mcnyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukurn 
daerah; 

memfasilitasi cvaluasi 
dan Peraturan Bupati; 

dan 
Daerah 

o. mengoordinasikan 
pclaksanaan Peraturan 

perundang-undangan; 
h, menelltl, menela.an dan mengorckst konsep Kt:putusan sekrcians 

Daerah yang disusun dan diaj ukan oleh Bagian di Lingkungan 
Sekretariat Daerah guns kesempurnaan materi dalam aspck 
legal drafting sesuai peraturan perundang- undangan: 

i. rnernproses pengajuan rancangan peraturan perundang- 
undangan kepada Bupati unt-uk dita.ndatangaJ1i; 

j. mclaksanakan koordinasi tekrria dengan Sekrctariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka persiapan 
pcmbahasan Rancangan Peraturan Daerah dcngan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

k. rnenyiapkan bahan pembahasan Rancangan Peraturan 
Daeran dengan Dewan Pc.rwakilan Rakyat Oaerahses1.mi dengan 
ketenruan don jadwal yang ditetapkan; 

J. mcrnproses pengundangan Rancangan Peraturan Oaerah, 
Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Peraturan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah dan Serita Daerah; 

m. mernproses penomoran Peraturan Daerah dan Pera.turen 
Bupati: 

n. menyiapkan bahan dan mclaksanakan soslalisasl pera tura n 
perundang-undangan; 
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pcncgakan dan J. melaksanakan koordinasi dart evaluasi 
pcrllndungan Hak Asas! Manusia (HAM); 

1. melaksanakan koordinasi dan Iasilltasi kerjasamn dalarn 
penanganan perkara hukum: 

hukum dalam g. melaksanakan koordinasi permasatahan 
pcnyelenggaraan pcrnerintahan daerah; 

h. melakeanakan fasilitasi banruan hukum, konsultasi hukurn, dan 
pertimbangan hukum bagi unsur pernerintah daerah dalam 
sengkcra hukum Uuik di dalam maupun di luar pcngedilan: 

r. menetiti, rnenelaah, dan mengorcksl konscp Keputusan 
Bupari delam bidang perekcnomlan dan pernbangunan 
infrastruktur guna kesernpurnaan matcrl datarn aspek ltlgal 
drafting sesuai peraturan perundang-undangan: 

perundang- undangan 
atau pedoman uruuk 

d, menelaah dan mengkaji peraturan 
sesuai lingkup tugasnya sob~g;li bahan 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk tcknis, perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah clinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mcndukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

3.2. Sub Koordinator Bantuan Hukum mernpunyai rincian tugas ; 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Bantuan 
H ukum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil 
evaluasi kegletan tahun sebelumnya sebagai pedornan 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnclalui pengkajian 
permasalahan dart pcraturan per-uridang-wndartga'n ngar 
pclaksanaan tugas bcrja!an efektif dan el1sien; 

c, melakssnnkan koordinasi dan konsultas! dengan instansi 
terkait baik verukal maupun horizontal untuk mendapatkan 
Informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi 
dan harmonisasi pelaksanaan tugas: 

kcpada pimpinan 
dan transparansi 

pclaksanaan kegia tan 
akuntabilitas 

x. rncnyusun laporan 
sebagal wujud 
oclaksanaan kegiatan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kcgiatan 
berjalan lancer serta unuik rncnghindari penyirnpangan. dan 

z, rnelaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
deoge n tugas dan fungsi unit kcrjanya. 

program kerja yang telah disusun uncuk bahan laporan dan 
kebijakan undak lanjut: 
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3.3. Sub Koordinator Dokumentasi dan lnformasi mernpunyai tugas: 

a. rncnyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 
Dokumentasi dan Informasi berdasarkan peraturan perundang· 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan t.ahun sebelumnya sebagal 
pedoman pelaksanaan tugas: 

b. rnenjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkajian 
pcrmasalahan dan peraturan pemndang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koor.dinasi dan konsuttasi dengan 
Instansirerkait balk vertikal maupun horizontal 
uncukmendapatkan inforrnasi, masukan, serta dalamrangka 
sinkronisaei den harmonisasi pelaksanaan tugas: 

d. menelaah dan me,ngkaji pcraruran perundang- undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
metaksanakan kegiatan: 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis. pct1.mjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai lingkup tugaenya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatarr; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun terrulis berdasarkan kajian agar kegiatan 
berjaian lancar serta unruk menghindari penyimpangan; dan 

r. mclaksanakan tugas kedinasan lain d&ri pimpinan sesuai 
dengan rugos dan fungei unit kerjanya, 

kepacla pimpinan 
dan transparansi 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian 
Bantuan Hukum dengan cara mengukur pencapaian program 
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

p, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
sebagai wujud akuntabilitas 
pelaksanaan kegiatan; 

terhadap hasil m. melaksartakan evaluasi dan pelaporan 
penanganan perkara sengketa hukum. 

n. rnenyiapkan bahan dan menyusun konsep Stander Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Kelompok Substansi Bancuan Hukum 
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

k. menyiapkan bahan dan rnetaksanakan sosialisasi dan 
pembinaan bidang hak asasi manusia di Dacrah sesual dengan 
peraturan perundang-undangan; 

I. melaksanakan penyuluhan hukum dan pernbinaan terhadap 
keluarga sadar hukum sesuei dengan perundangundangan 
yang bcrlaku; 
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I. Bagian Perekonomian dan Sumbor Daya Alam 

B. ASISTE:N P(;;REKONOMlAN DAN PEMBANGUNAN 

kcpada pimpmun 
dan transparansi 

pelaksanaan kegiatan 
akuntabilitas 

q, menyusun laporan 
sebagai wujud 
pelaksanaan kegiatan; 

r. menyarnpaikan saran dan, pertimbangan kepada pirnpinan 
baik lisan maupun tertulis bcrdasarkan kajian agar kegiatan 
berjala.n lancer serta untuk mcnghindari penyimpangan; dan 

s, melaksannknn tugas kedinasan lain dari pimpinan scsual 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

I. mclaksanaken evaluasi dan pelaporan terhadap 
dokumentasi dan informa.si produk hukum daerah. 

m. mengclola dan mengembangkan aplikasi sistem mformasi di 
bidang hukum sesuai ketentuan dan perkcmbangan terkini; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi Dokurncntasi 
de.n lnformasi Hukum untuk peningkatan kualitas pelayanan 
puhlik; 

o. melaksanakan pcmantauan dan evaluasi kcgiatan Subbaglan. 
Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan cara mengukur 
pcncapaian program kerja yang tcleb disusun untuk baban 
laporan don kebijakan tindak lanjut; 

p. rnengevaluasi dan menilai preatas! kerja bawahan OOrdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan periJaku kerja sesuai ketentuan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksl; 

informasi produk adrninistrasi pelayanan k. memberikan 
hukum; 

dokumentasi dan jaringan j. melaksanakan pengelolaan 
informasi hukum; 

f. meneliti, menelaah, dan mengoreksi konsep Kepurusan 
Bupati dalarn bidang eosiet, gun a kesempumaan materi 
dalam aspek legal drafting sesua; peraruran per-undangundangan: 

g. melaksanakan pencmoran dan mendokumentasikan Kepurusan 
Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk 
hukum daerah dan peraturan pcrundang- undangan lainnya; 

L, me·nghimpun -serta mengolah data dan informasi sebagai 
bahan dalarn rangka pembentukan kebljakan daerah: 
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1. l , Sub Koordinator Pembinaan BVMD clan BLVD, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiat.an Subbagian Pcmbinaan 
BUMD dan BLVD berdasarkan peraturan pcrundang,undangan 
dan hasil evatuasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan rugas: 

b. mcnjabarkan perintah pimpinan mclalui pengkajien permasalahan 
dan pere..turan perundang .. undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan cfisien: 

c, melaksanakan koordinasi dan konsutrasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk rnendapatkan tnforrnasl, 
masukan, scrta dalarn rangka sinkronisasi dan harmorusasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menclaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan 
scsuai lingkup tugasnya sebagai behan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan;menyiapkan bahan penyusunan 
petunjuk teknia.petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual 
lingkup rugaenya guna mendukung kelancaran pclaksanaan 
kegiatan; 

e. menyiapkan bahan aerte melaksanakan koordinasi dalarn rangka 
pembahasan bersarna dengan unit kerja/ perangkat Daerah 
terkait guna sinkronisasi dan harmonisasi rurnusan kebijakan 
di bidang pcnanaman modal, pelayanan terpadu satu plnru, 
Baden Usaha Millie Dacrah (BUMD) dan BLVD 

[. menyiapkan bahan pcrnbinaan pengelctaan Badan Usaha Milik 
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; 

g. melakukan analisa perkembangan dan pcncapaian kinerja Badan 
Usana Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Dacrah; 

h. rnelakukan monitoring dan evatuesi Sadan Usaha Milik Daerah 
dan Badan Layanan Umum Daerah 

i. menyiapkan bahan den meiaksanakan pengawasan dan 
pembinaan Lembaga Keuangan Mikro {LKM) sesuai dcngao 
peraturan perundang-undangan: 

J· memfaslllrasi pertemuan/ rapat dalam rangka koordinast 
pengernbangan invesraai, BUMD dan BLUD; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Proscdur (SOP) kegiatan pada Kclompok Substansi Pembinaan 
BUMD dan BLVD untuk peningkatan kualitas pelayanan pubiik; 

I. mclaksanakan pemantauen dan evaluasi kegiatan pada 
Kclompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun unruk 
bahan laporan den kebijakan ti.ndak lanjuL; 

m, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akunlabilitas dan transparansi pelaksanaan 
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pariwlsata, kegraianpengembangan pelaksanaan p, cerhadap 

n. pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan 
perdagangan; 

o. melaksanakan koordinasr dengan instansl tcrkait 

kebijakan pcrurnusan bahan m, menyusun 

i. melaksana.kan pemantauan Inflasi daerah; 
j. rnemfasilitasi pertemuanj'rapat dalam rangka koordlnasi 

pengembangan dan pengelolaan sarana perekonornian; 
k. nienyusun baban dan data serra analisa 

I. pcngembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan 
perdagangan; 

t:eknis, petunjuk 
rugasnya guna 

g. mcnyia.pkan bahan penyueunan perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup 
mendukung ketancaran pelaksanaan kegiatan: 

h, menyiapkan bahan scrta melaksanakan koordinasi dalam rangka 
pembahasan bersama dengan unit kerja/Perangkat Oaerah 
tcrkait guna sinkronisasi dan harmonisasl rumusan kebijekan 
di hidang perdagangan. perindustrian, koperasi, usaha rnikro, 
kecil, dan menengah, dan energi tu.mber daya mineral; 

oerundang- undangan 
alau pedoman untuk 

[. 

e, rnelaksanakan koordinasi dan. konsultasi dengan instansi Lerkait 
baik vertikal maupun horizontal unruk rnendapatkan inforrnasi, 
masukan, serta dalam rangka stnkronisasl dan harmcnisasi 
pelaksanaan tugas; 

rnenelaah dan mengkaji peraruran 
sesuai lingkup rugasnya sebagai bahan 
melaksanakan kegiatan; 

c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
d. permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksenaan tugas berjalan efektif dan efisicn; 

Subbagian 
1.2. Sub Koordinator Perekonomian rncmpunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan 
Perekonomian berdasarkan peraruren pen.mdang- 

b. undangan clan hasil evaluasi kegiatan taht.m sebclurnnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

kegiatan; 
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada pimpina n baik 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
Iancar serta untuk mcrrghindar'i penyimpe ngarr; dan 

o. melaksanakan rugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fllngsi unit kerjanya. 
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perundang- undangan 
atau pedoman unruk 

d. meneJaah dan mcmgkaji peratur-an 
sesuai iingkup cugasnya sebagai bahan 
rnelaksanakan kegiatan; 

c. mcnyiapkan baben penyusunon petunjuk toknis, perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai Jingkup cugasnya guna 

1.3. Sub Koordinaicr Sumber Daya Alam, mempunyai tugas: 

a. mcnyusun rcncana dan program kegiatan Sub Koordinator Surnbcr 
Daya Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kcgiatan tahun sebelumnya scbagei pedcman pelaksanaan 
tugas, 

b. rncnjabarkan perintah pimpinan meJalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansl terkau 
bai.k vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan lnformaai, 
rnasukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harrncnlsasi 
pclaksanaan rugas; 

x. rnetakaenaken tugas kedinasan lain dari pirnpinan sesuai dengan 
rugas dan fungsi unit kerjanya. 

kegiatan kepada pirnpinan 
dan transparansi pclaksanaan 

v. mcnyusun laporan pelaksanaan 
scbagai wujud akuntabi1itas 
kegiaran: 

w. menyampaikan saran dan pcrtirnbangan kcpada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegfatan berjalan 
lancar serta untuk menghlndari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian 
Perekonomian dengan cara mengukur pcncapaisn program kerja 
yang telah disusun untuk bahan iaporan dan kebijakan tindak 
JartjUl; 

pelaporan 
UMKM, 

evaluasi dan 
koperast, 

r. melaksanakan pernantauan, 
pengernbangan pariwisata, 
pcrindustrian, dan perdagangan; 

s. memfasilitasi dan pernbinaan di bidang pengernbangan pariwiaata, 
koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan. 

t. rnenyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiaten pada Kelompok Substansi Perekonomian 
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdegangan; 

q. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 
dan pedoman umum pengembangan pariwisata, kopcraai, UMKM, 
perindustrian, dan pcrdagangan: 
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6 
s, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan sesual dcngan 

kegiatan kepada pimpinan 
dan transparansi pelaksanaan 

q. menyusun laporan pelakaanaan 
sebagsi wujud akuntabilitas 
kcgiatan; 

r. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
Jisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegtatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penylmpangan; dan 

I. menyusun bahan penyusunan perunjukpclaksanaandan pedoman 
umum kegiaran pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, 
peternakan, perikanan, sumbcr daya alarn dan Jingkungan hidup: 

j. melaksanakan pemantauan den evatuasl serta pelaporan di 
bidang pcrtanian, perkebunan, kctahanan pangan, peternakan, 
perikanan, surnber daya alam dan lingk.unga.n hidup; 

k. memfastlitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, 
dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan 
hidup; 

I. memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, den 
ketahanan pangan, petcrnakan, pcrikanan, dan llngkungan hiclup: 

m. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka 
pembahasan bersama dengan unit kerja/ Perangkal, Daerah terkaiL 
guna sinkronisasl dan harmonisast rumusan kebijakan di bidang 
Jingkungan hidup, pertanlan, pangan, kclautan, perikanan. 
perkebuno.n; 

n . memraailitasi pertemuanj rapar dalam rangka koordinasi surnbcr 
daya alarn; 

o. menyiapkan bahan dan me.nyusun konsep Stander Opcrasional 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi Sumber 
Daya Alam untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

p. melaksanakan pcmantauan dan evaluesi keglatan pada 
Kelompok Substansi Sumber Daya. Alam dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang tcleb di-ausun untuk bahan 
laporan dan kcbijakan tindak lanjut; 

ketahanan 
a.lam dan 

h. melaksanakan kcordtnast dengan instansi terkait terhadap 
pclaksanaan kcgiatan pertanian, perkebunan, 
pangan, peternakan, pcrikanan, eumber daya. 
lingkungan hidup: 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
r. menyusun bah an dan data sorta analisa dl bidang pertanian. 

perkebunan, ketahanan pangan, petemakan. pertkanan. 
cnergi swnbcr daya mineral dan lingkungan hidup; 

g, mcnyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, 
pcrkebunan, ketahanan pangan, pctcrnakan, pcrikanan, 
sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
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3. Bagian Admlnistrasi Pembangunan 
2.1. Sub Koordinator Penyusunan Program mempunyai nncian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substansi 
Penyusunan Program berdasarkan peraruran perundang- 
1. .. mda:ngan dan has.iJ evaluasi kegiatan tahun sebeJumnya scbaga.i 
pedoman pelakeanaan tugas: 

b. rnenjabarkan perintah pirnpinan melalui pcngkajian perrnasalahsn 
dan peraturan perundang-undangan agar pclaksanaan tugas 
berjalan elektif dan cfisicn; 

c. rnelakaanakarr koorclinasi dan konsultasi dcngan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untukmendapatkan 

informasi, masukan, serta dalarn rangka sinkronisasi 
dan harmonisasi pclaksanaan tugas, 

d. mcnclaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan 
sesuai lingk:up tugasnya scbagai bahan atau pedoman uncuk 
melaksanakan kegiatan; 

c, rncnyiapkan bahan penyusuno..n petunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup rugasnya guna 
rnendukung kelancaran petaksanaan kegiatan; 

r. menyusun dan rnempersiapkan rencana kegiatan penyusunan 
program pembangunan daerah; 

g. menyusun bahan kebijakan dalam rangka 

h. mcmpersiapkan program pembangunan daerah: 

1. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
penyusunan program pembangunan daerab: 

j. melaksanakan koordinasi dengan pernerintah pusar. provinsi dan 
kabupaten kota lain scrta pihak ewasta dalam rangka 
penyusunan sinergitas program pembangunan daerah; 

k. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam 
I. rangka penyusunan program pembangunan dacrah; 

m. mefaksanakan penyusunan program pembanguna.n dalam rangka 
mcngcmbangkan akses pembangunan daerah; 

n. rnelaksanakan koordinasi dan fasilitasi pcnyusunan program 
pernbangunan dalrun rangka mengurangi resiko dan kerugian 
pihak lain dalam rangka kelancaran program pcmbangunan 
daerah; 

o. melakukan monitoring, evaluasi den pelaporan program 
pembangunan dacrah; 

p. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan den usu1an 

rugas dan fu.ngsi unit kerjanya, 
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perundang .. undangan 
atau pedoman untuk 

e. menelaah dan mengka.ji pcraturan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
rnelaksanakan kegiatan: 

pcrrnasalahan dan peraruran perundang-undangan agar- 
pelaksanaan tugas berjalan cfektif dan elision; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mstansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mcndapatkan 
infcrrneai, masukan, serta dalam rangka slnkronisasi dan 
harmonisasi pelaksanaan tugas; 

pengkajian melalui pimpinan pcrintah b. menjabarkan 

2.2. Sub Koordinator Pengendalian Program mernpunyai rugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan pada Kelompok 
Substansi Pengendalian Program berdasarkan peraturan 
pcrundang-undangan dan hasd evaluast kcgiatan tahun 
sebelurnnya scbagai pedoman pelaksanaan tugas; 

s, menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Opcrasional 
Prosedur {SOP) kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan 

Program untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

t. rnelaksanakan pemantauan clan evaluasi kegiaran pada 
Kelompok Substansi Perencanaan Program dengan cara 
mcngukur pcncapaian program kerja yang tclah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut: 

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas clan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

v. mcnyampaikan saran clan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan rnaupun tertufis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

lingkungan 
berlaku 

program kcgiatan dari mastng-masmg Baglan d1 
Sdc.rctariat Oacrah scsuai dcngan ketentuan yang 
guna rnenghindari kesalahan: 

q. rnenyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kcgiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP,\) 
scrta perubahan anggaran Sekretariat Oaerah sesuai kctentuan 
dan plafon anggaran yang dtterapkan; 

r. rncnyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pcmbangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategls [Renstra], 
Rencana Kerja (Renja) dan dokumen perencanaan Jainnya 
tingkat Sekretariat Daerah sesuai dcngan kctentuan yang 
berlaku: 
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2.3. Suh Koordinator Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiaran pada Kclompok 
subsranst Evaluasi dan Pclaporan berdasarkan peraruran 
perundang-undangan dan basil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

r. menyampaikan saran dan pcrtimban_gan kepada pimpinan baik 
Iisan maupun terrulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalen 
lancar serta untuk menghindari penylmpangao; dan 

s. rnelaksanakan tugas kcdinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan cugas dan fungsi unit kerjanya. 

kegiatan kepada pimpinan 
transparansi pelaksanaan 

o. meJak-sanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Kelornpok 
Substansi Pengendalian Program dengan earn rnengukur 
pencapalan program ker]a yang tclah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. menyusun laporan pelaksanaan 
sebagai wujud akuntabilitas da.n 
kegiatan; 

J, rnelaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka 
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan 
program pernbangunan baik oleh pemerintah maupun swasta; 

k, rncngcndalikan sinergitas program pembangu.nan baik o)eh 
lernbaga Pemerintah maupun swasta; 

I. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka 
pengendalian pelaksanaan program pembangunan; 

m. menghirnpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur 
(SOP) yang disusun olch masing-rnasing Bagian di lingkungan 
Sekrer.ariat Daerah; 

n. mcnyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Kelornpok Substansi Pengendalian 
Program untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

L menyiapkan behan penyusunan petunjuk teknls, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas seaua! Jingkup rugasnya guna 
mendukung ketancaran pclaksanaan kcgiatan; 

g. rncnyuaurr dan mempersiapkan rencana kegiatan pengendalian 
program pembanguna.n daerah; 

h. mcnyusun bahan kebijekan pengenclalie n pembangunan yang 
disolenggarakan olch Pcmerintah maupun s,,,..a:sta agar 
pembangunan sesuai dengan program pembangunan deerab: 

,. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
pembangunan dalam rangka pengendalian program pcrnbangunan 
daerah; 
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pclaksanaan monitoring dan evaluasi program pernbangunan 
daerah: 

J. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjutl hasil 
temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; 

k. mengoJah dan menyajikan data basil evaluas.i pelaksanaan 
program pembangunan daerah; 

J. rnenyusun hasil evaluasl dan petaporan sebagai bahan 
perumusan kebiiakan program pembangunan dacrah: 

m. rnenghirnpun dan menyusun konsep Laporan Penyetenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD), lnforrnasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (lLPPD), dan Laporan /\khir 
Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah tingkat Sekretariat Daerah 
sebelum diproses Bagian Pemerirnahan, 

n. rnenghimpun dan menyusun konsep Laporan Kinerja lnaranai 
Pcrncrintah (LKjlP) dan Perjanjian Kinerja (PK) ungkat Sekretariat 
Daer-ah sebelum diproses Bagian Organisasi; 

o. menghimpun dan menyusun konsep Lacoran Pengendalian 
Operasional Kegiatan {POK) tingknt Sekretariat Dacrah sebelum 
diproses Bagian Administrasi Pembangunan; 

p, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Evaluasi 
Kincr]a Pembangunan Daerah (EK.PD), S.istem Pengendalian Intern 
Perner-intah ($PIP) dan jenis pelaporan lainnya tingkat Sekretariat 

dalam rangka fasiHtasi dan koordinasi i. metaksanakan 

h. rncnyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pclaksanaan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembanguoan 
daerah; 

pclaporan pclaksanaan dan 

pelaporan program monitoring dan f. mcnyusun rencana 
pembangunan daerah; 

g. melnksanakan monitoring 
program pem.bangunan daerah; 

teknis, petunjuk 
tugasnya guna 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk 
pclaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup 
mendu.kung kcJancaran pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan perauiran perundang-undangan agar peleksanaan tugas 
bcrjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinaai dart koneuhael dc:nga.n instansi terkaii 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan inforrnasi, 
masukan, serta dalam rangka stnkronisasl dan. harmonisasi 
pelaksanaan tugas, 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pcdoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 



perjalanan dinas, 

0 
pcrsuratan administrasi g. rncnyiapkan 

mcndukung kclancaran pelaksanaan kcgiatan; 
f. mclaksanakan pengelolaan surat mcnyurat Sckrctariat 

Daera.h serta rnendistribusikan surat masuk ke bagian-bagian 
sesuai diaposlsi pimpinan: 

perundang- undangan 
atau pedoman untuk 

d. menetaeb dan mengkaji pera.cura.n 
sesuai lingkup rugasnya sebagal bahan 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

3. Bagian Urnum 

3. l. Sub Koordinator Tata. Usaha Pimpinan, Sta! Ahli, dan Kepegawaian 
mempunyai tugas ; 

a, rnenyusun renccoe dan program kegiatan Subbagian Tnta Usaha 
Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian berdasarkan peraruran 
perundang-uudangan dan hasil evaluasl kegiaran tahun 
sebclumnya sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraruran perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansr 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 
infonnasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 
harmcnisasi pelaksanaan rugas: 

pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
akuntabllitas dan transparansi pclaksanaan 

Iaporan 
wujud 

s. menyusun 
sebagai 

kegiatan; 
t. menyarnpaikan saran dan pertirnbangan kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

u, melaksanakan rugas kedlnasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan Iungsi unit kerjanya. 

Daerah sesuai dengan ketentusn yang berlaku; 

q. rncnyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Kclompok $ubstam;i Evalunsi dan 

Pelaporan untuk peningkatan kualitas pelayanan pubtik; 
r. melaksanakan pemantauen dan evaluasl kegiaian Kelompok 

Substansi Evatuasi dan Pelaporan dengan cara mengukur 
pcncapaian program kerja yang telah disusun unruk beban 
laporan dan kcbijakan tindak lanjut; 
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q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
bail< lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 
berjalan Iancar serta unruk menghindari penyi.mpangan; dan 

r. melaksanakan rugas kedinasan lain dart pirnpinansesuai dengan 
tugas dan fungsl unit kerjanya 

J· rnenyiapkan dan mcnyediakan kcnsumai/akomodasl untuk 
kegtatan Pemerintah Daerah, tamu Pemerintah Dacrah 
dan rapat .. rapat; 

k. memfasilitasi dan rnengelola ketatausahaan Pirnpinen 
Deerah dan Sta! Ahli Bupati sesuai dcngan ketentuan yang 
berlaku guna mendukung kelanceran pelaksanaan eugas; 

I. melaksanakan pengelo1aan administrasi perkantoran yang 
meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, 
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan rapat-rapat 
dinas: 

m. melaksanakan pernantauan daa evaluasi di bidang pcngclotaan 
administrasi pcrkantcran yang meliputi kegiatan tata usaha 
umu-m, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah dan 
rapat-rapat dinas; 

n. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Sllbstansi Tata Usaha 
Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian untuk perungkatan kualitas 
pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Substansi Tata Usaha Pimpirtart, Staf Ahli dan 
Kepegawaian dengan cara rnengukur pencapaian program kerja 
yang tclah disusun unruk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pirnplnan 
sebagal wujud akuntabilitas dan tran::;paransi pclaksanaen 
kegiatan; 

l, kearsipan dan perpustakaan 
dengan pcraturan perundang- 

kunjungan kerja Pimpinan Daerah, Staf Ahli Bupati, dan 
pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai kctcntuan 
dan diaposisi pimpinan; 

h, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan kepada sta f 
administrasi/ketatausahaan Sekrctaris Dae rah. Asisten 
Sckretaris Daerah, dan Sta! Ahli Bupati agar pelaksanaan tugas 
dapat optimal dan bcrjalan lancer; 

melaksanakan pcngelolaan 
Sekretariat Dacrah sesuai 
undangan; 
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eveluesi pelaksanaan 
dengan cara mengukur 
diausun unruk bahen 

n. melaksanakan pemantauan clan 
kegiatan Kelornpok Substansi Kecangan 
pencapaian program kerja yang telah 

1. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan 
Sekretariat daerah; 

j. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dun 
pcrtanggungja.waban; 

.k. melaksanakan pembinaa.n dan fasilitasi 
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan 
sekretartac daerah; 

I. melakukan cvaluuei dan pelapcran ftmgsi 
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan 
Sekretariat da.erah 

m. rnenyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok suostansr 

Keuangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

adrninistraai keuangan, 
dan peRanggungjawahan 

teknis pcngelolaan 
anggaran 

Sekrer.ariat dacrah; 

h. mclaksanakan 
perbendaharaan, 

dlhngkungan 

melakso.nakan kebijakan anggnran, 
pertanggungjawaban di lingkungan 

g. menyusun dan 
perbendaharaan dan 
$ekte1ariat daerah: 

pengeloJaan anggaran, keuangan, 
anggaran di lingkungan Sekretariat 

merencanakan kcgiatan 
dan pertanggungjawaban 
daerah; 

r. 

perundang- undangan 
aiau pedoman untuk 

d. rnenelaah den mengkaji peraturan 
scsuai Ilngkup tugasnya sebagai bahan 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan pc.tunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
rnendukung kelancaran pelaksanaan kcgtatan; 

3.2. Sub Koordinator Keuangan mempunya.i tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Kclompok Substanst 
Keuangan berdasarkan peraturan pcrundang- undangan dan 
hasil evatuaei kegiatan tahun sebelumnya scbagai pcdoman 
petaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melaJui pengkajian pcrmasalaban 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
bcrjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
tcrkair baik vcrtikaJ maupun. horizontal unt.uk rnendapatkan 

inforrnasl, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 
harrnonisasi pe1aksanaan tugas; 
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J. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga 
kebersihau dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wald! 

3.3. Sub Koordinatcr Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyni tugas: 

a. menyusun rcncana dan program kegiatan Kelompok Substansi 
Rumah Ta1>gga dan Perlengkapan berdasarkan peraruran 
perundang-undangan dan hasil evatuasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pclaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan perinta.h pimplnan mcla1ui pertgkojiao permaaalahan 
den peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkan 
baik vcrtikaJ maupun hcrizontal untuk mcndapatkan 
informasi, rnasukan, scrta dalamrangka emkronisasl dan 
harmcnisasi pelaksanaan tugas; 

d. mcnclaah da.n mengkaji peraruran perundang-undangan 
sesuai Iingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman uncuk 
melaksa.nakan kegiatan; 

e. mcnyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual tingkup tugaanya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

f. melaksanakan urusan rumah tangga Bupati danWakil Bupati 
seeta Sekretariat daerah; 

g. melaksanakan kebijakan pcngamanan, pemcliharaan 
sarana den prasarana serta menjaga kebersihan kantor di Hngkup 
Sekretariat daerah; 

h, melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan 
Wakil Bupati scrta Sekretariat daerah; 

i. melaksanakan kebijakan pengclolaan, penggunaan, pengendalian 
dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serra 
Sekretariat da.crah serta kendaraan dinas operasional clan 
sewa kendaraan: 

q. melaksanakan tugas kcdinasan Jain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

kepada pimpinan 
dan transparansi 

pelaksanaan kegiatan 
akuntabilitas 

o. menyusun laporan 
eebagai wujud 

pelaksanaan kegiatan; 
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pirnpinan baik 

lisan maupun tertutis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk mcnghindari penyimpangan; dan 

laporan dan kebijakan tindak lanjut; 
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r. 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pcurnjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas !:IC:~uai lirtgkup tugasnva guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

menyiapka:n bahan penyusunan Strukrur organtsasl dan Te· / 
Kerja (SOTI() scsuai dcngan peraturan perundang-undangan d· 

perundang- undangan 
atau pedoman untuk 

d. rnenelaah dan rnengkaji pcraturan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
mclakaanakan kegiatan: 

4. Bagian Organisasi 
4. t. Sub Koordlnator Kelembagaan dan ilnalisis Jobotan rncmpunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan pada Kelompok 
Substansl Kelembagaan dan Anallsis Jabatan berdasarkan 
peraturan pcrundang-undangan dan hasil evaluasi kcgia,an tahun 
sebelurnnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangen agar pelaksanaan ruges 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi deogan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal unruk mcndapatkan 
informasi, masukan, serta dalam rangka smkronisasi 
dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

Bupati serta Rwnah Dinas sekretanat daerah: dan 
k, melaksanakan penyiapan sarana dun prasarana untuk 

mendukung kegiatan Bupatl clan Wakil Bupati serte 
Sekreteriet daerah 

I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasiona I 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi 

Rumah Tangga dan Pcrlcngkapanuntuk pcningkatan kualitee 
pelayanan publik; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Kelompok Substansi Rumah Tangga dan Pcrlcngkapan 

dengan cara mengukur pcncapaian program kerja yang telab 
disusun unruk bahan laporan dan kebijakan tindak 1anjut; 

n. menyusun laporan pclaksanaan kegiatan kcpada plrnplnan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

o. menya.mpaikan saran clan pcrtimbangan kcpada pirnpinan balk 
hsan maupun tcrtulis berdaearkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindarl penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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rangka penataan kelembagaan perangkat Daerah; 

g. menyusun bahan koordinasi pcrumusan tugas dan fungsi [abatan 
organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraruran pcrundang 
undangan; 

h. menyusun bahan cvatuasl kelembagaan Perangkal Daerah dan 
Unit Pelaksana Teknis Dacrah; 

,. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJJ ASN scsuai dengan 
peraturan perundang-undangan: 

J. menyiapkan bahan deu mcngoordinasikan penyusunna 
analisis jabatan, anahsle beben kerja dan cvaluasi jabatan 
berdasarkan peraruran perundang-undangan sebagai pedornan 
perumusan kebiiakan penataan kelcmbagaan, kcpcgawaian, 
ketatalaksanaan, scrta data dukung percncanaan pendidikan dan 
pelatihan aparatur sipil Negara; 

k. menyuslln kajian tcrhadap usu Ian pembentukan, pemekaran, 
pcnggabungan, pcnghapusan, serta perubahan tugas dan 
Iungsi unit kerja yang diusulkan oleh perangkat daerah scbagai 
bahan rekomendasi bagi pimpinan dalam mengambil 
kebijakan; 

l. rncngelola dan mengembangkan aplikasi sistem inforrnast 
di bidang .kelembagaan dan analisis jabat.an sesuai 

ketentuan dan perkernbangan tcrkini; 

m, rnenyiapkan bahan dan mcnyusun profil kelembagaan perangkai 
daerah sebagai bahan inf.ormasi yang bermanfaat untuk pengguna 
di lingkungan instansi pemerintah rnaupun rnasyarakat: 

n. menyusun konsep pembcntukan Tim AnaJisis 
JabntanPemerintah Daerah sesuai dengan 
peraturanperundangundangan guna mcndukung pelaksanaan 
urgas teknis di bidang kelembagaan dan analisis jabatan: 

o. melaksanakan fasilitasi dan koorclinasi kegiatan don 
kesekretariatan Tim Analisis Jabatan Pemerintah Daerah melelui 
kegiatan rapar-rapet, pendarnpingan, bimbingan, soaialisasi, 
paparan, survey, wawancara, observasi dan sebagatnya guna 
kelnncaran pelaksanean tugas analis jabatan: 

p. menyiapkan bahan penyelcnggaraan bimbingan teknis (Biruek) 
bagi Tim Analiais Jabatan dan pejabat pengelola kcpegawaian 
Perangkat Daerah guna meningkarkan pengetahuan dan 
keterampilan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan; 

q. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan 
pada Kelompok Substansi Kelembagaan dsn Analisis Jabatan 
unruk peningkatan kualiras pelayanan publik; 

r. rneleksenakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Kelornpok 
Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan cara 
mengukur pencapaian program kcrja yang Lelah disusun untuk 
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4.2. Sub Koordinator Pclayanan Publik clan Tata Laksana mempunyar tugas: 
a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substansi 

Pelayanan Publik dan Tata Laksana berdasarkan peraturan 
perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
.scbelumnya sebagei pedoman pclaksanaan tugas; 

b. rneniabarkan perintah pimpinan mclalui pengkajian 
permasalahan dan peraturen perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan kcnsultasi dcngan instonsi 
tcrkait baik vertlkal maupun horizontal untuk mcndapatkan 
informasi, masukan, sorta dalam rangka sinkronisasi dan 
harmcmsasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji pcraturan perundang- undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan untuk 
melaksaoakan kegiatan; 

c. rnenyiapkan bahan pcnyueunan petunju.k teknte, perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugaxnya guna 
mendukung kelancaran pe!aksanaan kcgiatan: 

f. rnenyusun pedoman tata naska.h dinas, pakaian dlnas, jam 
kcrja, metode .kerja, prosedur kerja den pola hubungan kerja 
sesuai peraturan perundang- undangan; 

g. menyiapkan bahan dan metaksanakan pembinaan serta 
bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan 
publik bagi unit kerja/Perangkat Daerah dl llngkungan Pemcrinlah 
Daerah; 

h. metaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan siandar 
Pelayanan Publik; 

i. melaksanakan sosialisasi dan faailitasi penyusunan Standar 
Operaaional Prosedur (SOP) serta instrumen pelayanan publik yang 
dilaksanakan oleh masing- rnasing Perangkac Daerah; 

J· menghimpun srandar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun 
oleh masing-rnasing Perangkat Daerah sebagai bahan pengendalian 
dan evaluaei 

bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 
s. mcnyusun lepcran pelaksanaan kegia.tan kcpeda pimpino.n sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimplnan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bcrjalan 
tancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kcdinasan lain dari plrnpinan sesuei dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya, 
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k. menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintab Daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

l. rncnyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan 
publikberdasarkan peraturan perundang- undangan dalam rangka 
penilaian kinerja instansi penyelenggara pelayanan publik di 
Daerah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanalwn survey dalam rangka 
pcnyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk rnengetahui 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 
yang diselenggarakan unit kerja a1.au Perangkat Daerah 

n. melaksanakao kocrdinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan 
pul,lik; 

o. mcndorong Perangka,t Daerah untuk ikut serta dalem lomba 
atau kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan 
olch kementerian dan pemerintah provinsi; 

p. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 
dalam rangka pcmbahaean bersama dcngan unit kerja/ Perangkat 
Daerah terkait guna ainkronisasi dan harmonJsasi rumusan 
kebijakan urusan pernerintahan bidang ketatalaksanaan dan 
pclayanan publik; 

q, melaksanekan inventarisasi, telaah, dan anatisis data den 
bahan yang berkaitan dengan urusan pernerintahan bidang 
ketacalaksanaan dan pelayanan publik; 

r. menyiapkan bahan rasilitasi pembahasan rancangan peraturan 
daerah dan peraruran bupati di bidang ketatalaksanaan dan 
pelayanan publik yang disusun oleh Pcrangkai Daerah 
pemrakarsa sebetum diajukan ke Bagian Hukurn Sckretartat 
Daerah; 

s. melaksanakan pemantauan pelaksanean urusan 
pernerintahan bidang ketatalaksanaan dan pclayanan publik 
yang dilaksanakan oteh Perangkat Daerah sebagai bahan 
evaluasi dan bahan pcrtimbangan kebijakan sclanjutnya; 

t. mengelola dan mengembangkan aplikasi siseem informasi di 
bidang pelayanan publik dan tata laksana sesuai ketentuan 
dan perkembangan terkini; 

u. meuyusun konscp Standar Operasional Prcsedur (SOP) 
kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana untuk penlngleatan kualitas pelayanan publik: 

v, melaksanakan peman-tauan dan cvaluasi kegiatan Kclompok 
Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan eara 
mengukur pcncapaian program kerja yang telah disusun 
unruk bahan laporan dan kebijakan tindak Janjut; 

w. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pimpinan 
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4.3. Sub Koordinator Kinerjs dan Reform.ssi Bi.roktasi mernpunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Kinerja dan 

Rcformasi Birokrasi berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan basil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya 
sebagal pcdoman pclaksanaan rugas; 

b. mcnjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan pcraturan pcrundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dcngan instansi tcrkair 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, .scrta dalam rangka sinkronisasi <tan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; rnenelaah dan mengkaji peraruran 
perundang-undangan seeuai lingkup tugasnya sebegai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan: 

d. rnenyiapkan bahan penyusuna.n _petunjuk teknis, petunjuk 
pelakeanaan, dan naskah dinas sesuai ling_Jrup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

e. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan 
Reformasi Birokrasi: 

r. cnenyusun bahen Laporan Kinerja Jnstansi Pemerintah (LKjlP) 
Kabuparenberdasarkan bahan dari masing-masing Perangksr 
Daerah sebagau wujud akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerlntahan Daera.h; 

g. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka 
pembahasan bersama dengan unit kerja/ Perangkat Daerah 
terkait guna slnkronisasi dan harmonisasl rumuea n 
kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
kepegawaian, pcndidikan, dan pclatihan; 

h. melaksanakan inventarisasi, tclaah, dan analisis data dan 
bahan yang berkaitan dengan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang kepegewaian, pendidikan, dan pelatihan; 

1. rnenyiapkan bahan kajian dan evaluasi rancangan peraturan 
daerah dan peraturan bupatl ell bidang kepegawalan, pendidikan, 
dan pelatihan yang d.isusun o1eh Pcrangkat Dacrah pernrekar-sa; 

sebagai wujud akuntabilitas dan cransparansi petaksanaan 
keglatan: 

x. menyampaikan saran dan pertimoangan kepada pimpinan 
baik Iisan maupun tertulis berdasarkan kajian a.gar kegiatan 
berjalan lancar serta unruk menghinda.ri penyimpangan; dan 

y. mcleksanekan tugas kedinasan Jain dari pimpinan sesuai 
dcngan tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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j. rnelaksanakan pemantauan pelaksanaan fungsi penunjang 
urusan pcmcrintahan bidang kepegawaian, pendidikan, 
dan pelatihan yang dllaksanakan oleh Perangkat Dacroh scbagai 
bahan evaluasi dan bahan pertimbangan kebijakan. 
selanjutnya; 

k. menyiapkan bah an dan mcnyusun konscp Grand Design 
Reforrnasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokrasi, dan dokumcn 
refonnasi birokrasi lainnya sesuai dcnganperaturan perundang 
undangan sebagat pcdoman 

I. perencanaan, penerapan dan pengendalian reformast birokrasi di 
lingkungan Pemcrlneah Daerah; 

m. mclaksenakan kajian pendayagUnaan, kedisiplinan, pcn"ingkatan 
dan penilaian kinerja aparatur serta menyelenggarakan kegiatan 
budaya kerja dan penilaian kinerja dala.m rangka 
meningkatkan motivasi dan etas kerja aparatur di lingkungan 
pcmerintah Daerah; 

n. menyiapkan bahan dan mcngoordinasikan kegiatan Forum 
Komuoiknsi Pendayagunaan Aparatur Daerah dalam rangka 
harmonisasi perenc::anaan, penerapan, Inventarisasi 
permasalahan., serta pemberian solusi atau rekomendasi 
penguatan program pendayagunaan aparatur daerah; 

o. menyiapkan bahan clan menyusun konsep Rencana Kinerja 
'Tahunan Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Kabupaten 
berdasarkan bahan dari masing-masing organisasi pemngkat 
dacrah sebagai salah satu acuan dalam mengukur pencapatan 
target Jcinerja; 

p. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Reocana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), lndikator Kinerja Utama (!KU), 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 
Laporen Kinerja lnstansi Pcmerintah (L!<JIP), Evaluasi Kinerja 
t>em bangunan Dacrah (El<PD), Si stem Pengendalian Intern 
Pcmerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya tingkat Bagian 
Organisasi sesuai dengan peraturan pe.rundangundangan; 

q. rnelakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

r. mdaksanakan monitoring dan evaluasi pe1aksana-an kebijakan 
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

s. mengelola dan mengembangkan aplikasi sistem inforrnasi di 
bidang pendayagunaan dan aktmtabilitas kincrja aparaiur sesuai 
ketentuan dan perkembangan tcrkini: 

t. menyiapkan bahan dan menyusun kensep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiaran pada Kclompok Substansi Kinerja 
dnn Reformasi Birokrasi untuk pcn.ingkatan kualitas pelnyanan 
publik; 
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x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
rugas dan fungsi unit kerjanya. 

kegiatan kepada pimpinan 
dan transparansi pelaksanaan 

v, menyusun laporan pelaksanaan 
scbagai wujud akuntabilitas 
kegiatan; 

w. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bA ik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta uncuk mcnghindari penyimpengan; don 

u. melaksanakan pem-antauan dan evaluasi kegiatan Kelornpok 
Substansi Kinerja dan Rerormasi Birokrasi dengan cara mcngukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk ba han 
laporan dan kebija.kan tindak lanjut: 

10) 
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